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ABSTRAK

DANA HAJI UNTUK INVESTASI INFRASTRUKTUR
PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARI‘AH

Pada tahun 2010, pemerintah menetapkan setoran awal haji
regular sebesar Rp 25.000.000,00. Tingginya semangat umat Islam
Indonesia untuk mendaftar tidak seimbang dengan kuota calon
jamaah haji yang diberangkatkan setiap tahun sehingga membuat
daftar tunggu keberangkatan haji semakin panjang. Hal ini
menciptakan akumulasi dana setoran awal calon Jemaah haji yang
mengendap di rekening Kementerian Agama terus meningkat.
Kemudian pada tanggal 26 Juli 2017 Presiden Jokowi melantik
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Pelantikan BPKH ini juga
diiringi dengan wacana tentang pemnfaatan potensi dana haji guna
pembangunan infrastruktur. Pembahasan wacana dana haji untuk
pembangunan infrastruktur disetujui oleh ketua Majelis Ulama
Indonesia (MUI). Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Haji dan Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji adalah payung hukum
pengelolaan keuangan haji. Pemanfaatan dana haji yang begitu besar
perlu ditinjau melalui perspektif maqgasid asy-Syari‘ah, guna
mengukur sejauh mana pemanfaatan dana haji di Indonesia sejalan
dengan tujuan-tujuan syariat.

Jenis penelitian “ini-‘adalah--penelitian kepustakaan (library
research), yaitu penelitian yang meneliti data-data dari bahan
pustaka. Sumber data yang digunakan adalah sumber sekunder yakni
sumber tertulis jurnal, sumber tertulis-yang relevan dengan penelitian
ini. Kemudian analisis ditinjau dengan perspektif ~magasid asy-
Syart ‘ah, terutama dari segi perlindungan harta (hifz al-mal) untuk
memberikan sebuah pandangan tentang dana haji yang dialokasikan
ke infrastruktur.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dana haji untuk
investasi infrastruktur dibolehkan menurut magasid asy-Syari‘ah
dengan catatan pelaksanaannya menggunakan prinsip syariah.
Pemanfaatan dana haji di bidang infrastruktur, sekaligus mendukung



program pemerintah era Jokowi yang menggenjot sektor infrastruktur
dengan harapan dapat meningkatkan daya saing, pertumbuhan dan
pemerataan ekonomi sosial. Pengelolaan dana haji untuk
infrastruktur juga sudah sesuai dengan perlindungan harta (4ifz al-
mal) karena turut mensejahterakan rakyat, adanya perputaran uang,
dan adanya pembangunan ekonomi.

Kata kunci: dana haji, infrastruktur, Magasid asy-Syari ‘ah



ABSTRACT

DANA HAJI UNTUK INVESTASI INFRASTRUKTUR
PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARI‘AH

In 2010, the government set a regular initial hajj deposit of Rp.
25,000,000.00. The high enthusiasm of Indonesian Muslims to
register is not balanced with the quota of prospective pilgrims who
depart each year so as to make the waiting list for the pilgrimage
departure even longer. This created the initial deposit accumulation
of prospective pilgrims who settled in the account of the Ministry of
Religion continued to increase. Then on July 26, 2017 President
Jokowi installed the Hajj Financial Management Board (BPKH).
BPKH's inauguration was also accompanied by a discourse about the
potential use of the Hajj Fund for infrastructure development. The
discussion of the Hajj Fund discourse for infrastructure development
was agreed by the chairman of the Indonesian Ulema Council (MUI).
Law Number 34 of 2014 concerning Hajj Financial Management and
Government  Regulation =~ Number 5 of 2018 concerning
Implementation of Law Number 34 of 2014 concerning Hajj
Financial Management is a legal umbrella for managing Hajj finance.
Utilization of such a large Hajj Fund needs to be reviewed through
the perspective of the Maqgasid asy-Syari ,,ah, in order to measure the
extent to which the utilization' of the Hajj Fund-in Indonesia is in line
with the objectives of Shari'a.

This type of researchiis library research, which is research that
examines data from library materials. The data source used is a
secondary source that is a written source of journals, a written source
that is relevant to this study. Then the analysis is reviewed with the
perspective of Magasid asy-syariah, especially in terms of the
protection of assets (hifdz al-mal) to provide a view of the pilgrimage
funds allocated to infrastructure.



The results of the study concluded that the pilgrimage fund for
infrastructure investment is permissible according to the Magasid
asy-syariah provided that the implementation uses sharia principles.
Utilization of hajj funds in the field of infrastructure, as well as
supporting the Jokowi Era Government program which boosted the
infrastructure sector in the hope of increasing competitiveness,
growth and social economic equity. The management of the hajj
funds for infrastructure is also in accordance with the protection of
assets (hifz al-mal) because it also contributes to the welfare of the
people, the circulation of money, and the economic development.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dana haji adalah dana untuk biaya pendaftaran calon haji agar
mendapat porsi keberangkatan. Dana ini yang biasa disebut
dengan dana awal Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Pertahun
kuota haji Indonesia sekitar 221 ribu orang, hanya sekitar Rp 6-7
triliun yang digunakan untuk operasional haji tahunan.
Sedangkan masyarakat yang mendaftar setiap bulannya bisa
mencapai 40.000 calon haji. Terdapat dana mengendap yang
setiap tahun potensinya meningkat seiring bertambahnya
pendaftar haji.!

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan haji, dana haji
didefinisikan sebagai dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah
haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta
nilai manfaat yang dikuasai oleh Negara dalam rangka
penyelenggaraan ibadah.* Sebagai sebuah ‘ibadah yang agung,
diwajibkan sekali dalam seumur hidup (bagi yang mampu),
jumlah pendaftar calon Jemaah haji terus bertambah dari tahun ke

tahun. Perlu diketahui, Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor

*https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/buletin-apbn/public-
file/buletin-apbn-public-41.pdf diakses pada tanggal 23 februari 2019 pada jam
23.46.

2 Undang-Undang nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan
Haji, pasal 1.


https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/buletin-apbn/public-file/buletin-apbn-public-41.pdf
https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/buletin-apbn/public-file/buletin-apbn-public-41.pdf

2

15 Tahun 2006 tentang Pendaftaran Haji mengatakanur antara
lain, pendaftaran haji dilaksan setiap hari kerja sepanjang tahun.

Kebijakan tersebut menghasilkan waiting list (daftar
tunggu) jemaah haji atau daftar calon jemaah haji yang telah
mendapatkan nomor porsi, tetapi belum dapat diberangkatkan ke
tanah suci karena keterbatasan kuota. Seiring waktu, jumlah
waiting list semakin meningkat hingga menyentuh angka yang
cukup besar, mengingat setiap tahunnya ada sekitar 500 ribu
jemaah yang mendaftar, baik untuk haji reguler maupun haji
khusus, sedangkan kuota haji hanya tersedia untuk 221 ribu
orang. Jumlah itu diperuntukkan bagi Jemaah haji regular
sebanyak 204 ribu dan haji khusus 17 ribu.®> Sampai dengan bulan
Februari 2019, waiting list jemaah haji tercatat sebesar 4.055.835
calon Jemaah haji, dan ada sekitar 3.870 calon jamaah haji yang
lunas tunda.” Peningkatan waiting list berkorelasi positif dengan
peningkatan akumulasi dana setoran Biaya Penyelenggaraan
Ibadah Haji (BPIH).

Tahun 2004, Kementerian Agama mulai menerapkan
pendaftaran haji dengan menggunakan. setoran.awal. Pada tahun
2010, pemerintah’ menetapkan setoran awal ‘haji’ regular sebesar
Rp 25 juta. Tingginya semangat  umat Islam' Indonesia untuk
mendaftar tidak seimbang dengan kuota calon jamaah haji yang

diberangkatkan setiap tahun sehingga membuat daftar tunggu

*https://www.validnews.id/Kuota-Haji--Sedikit-Berangkat--Banyak-
Menunggu-cXP diakses pada tanggal 25-01-2019 jam 23.21.

*  https://haji.kemenag.go.id/v3/basisdata/waiting-list diakses pada
tanggal 21 februari 2019 jam 23.11.


https://www.validnews.id/Kuota-Haji--Sedikit-Berangkat--Banyak-Menunggu-cXP%20diakses%20pada%20tanggal%2025-01-2019
https://www.validnews.id/Kuota-Haji--Sedikit-Berangkat--Banyak-Menunggu-cXP%20diakses%20pada%20tanggal%2025-01-2019
https://haji.kemenag.go.id/v3/basisdata/waiting-list
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keberangkatan haji semakin panjang. Hal ini menciptakan
akumulasi dana setoran awal calon Jemaah haji yang mengendap
di rekening Kementerian Agama terus meningkat.

Dengan demikian, pemerintah berkewajiban  untuk
mengelola dana haji yang terkumpul dari para calon jemaah haji
tersebut. Penumpukan antrian ini disebabkan oleh pembagian
kuota per daerah dibagi menurut porsi jumlah muslim di masing-
masing daerah atau daftar tunggu pada masing-masing
kabupaten/kota.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Keuangan Haji juga mengandung amanat
pembentukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Badan
Pengelola Keuangan Haji (BPKH) ini termasuk dalam lembaga
pemerintah  non struktural yang bertanggungjawab kepada
Presiden melalui Menteri. Badan ini, sebelum adanya Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan
haji, Badan Pengelola Dana Abadi umat (BPDAU). Namun
menurut ketentuan dalam Undang-undang tersebut, pengelolaan
keuangan .haji ,bukan hanya -sebatas pada. Dana Abadi Umat
(DAU) saja, sehingga dibentuklah Badan ‘Pengetolan ‘Keuangan
Haji (BPKH) guna mengelola ketiangan haji secara keseluruhan.®

BPKH dilantik oleh Presiden Jokowi pada tanggal 26 Juli
2017. Pelantikan BPKH ini juga diiringi dengan wacana tentang

pemnfaatan potensi dana haji guna pembangunan infrastruktur

® Undang-Undang nomor 34 tahun 2014 Tentang Pengelolaan
Keuangan Haji, pasal 20.
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nasional dan subsidi produktif. Mengingat selama ini,
pemanfaatan dana haji lebih banyak pada subsidi konsumtif pada
Jemaah haji. Seperti pemanfaatan dana haji untuk investasi dalam
bentuk sukuk yang nilai manfaatnya digunakan untuk
memangkas besaran biaya total Biaya Penyelenggaran lbadah
Haji (BPIH) setiap jamaah haji.

Investasi dana haji telah dilakukan Pemerintah sejak
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Haji disahkan. Kementerian Agama telah menginvestasikan
Biaya Penyelenggaran Ibadah haji (BPIH) ke tiga instrumen
investasi, yakni Surat Utang Negara (SUN), deposito berjangka
syariah, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) alias sukuk
atau obligasi syariah.

Pernyataan Presiden mendapat respons positif dari Menteri
Agama, Lukman Hakim Saiffuddin yang mengatakan bahwa dana
setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dapat
dikelola dengan hal-hal produktif, termasuk pembangunan
infrastruktur selama memenuhi prinsip-prinsip syariah, penuh
kehati-hatian, jelas menghasilkan nilai manfaat, sesuai dengan
peraturan‘perundang-undangan, serta untuk-kemaslahatan Jamaah
haji dan masyarakat luas.

Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah
nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji guna
mengatur lebih lanjut tentang penempatan dan investasi dana haji

yang bisa dilakukan oleh BPKH. Peraturan Pemerintah ini juga
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menguatkan wacana pemanfaatan Dana haji yang diinvestasikan
secara langsung dalam proses pembangunan infrastruktur
nasional secara yuridis. Mengingat imbal hasil yang diharapkan
dari investasi langsung terhadap infrastruktur, diharapkan mampu
memberikan imbal hasil yang lebih besar dan kontribusi langsung
terhadap program.

Dana haji di Indonesia selama ini dikelola dengan cara
ditempatkan dalam sektor-sektor perbankan. Ada tiga instrument
utama penempatan setoran awal Biaya Penyelenggaran Ibadah
Haji (BPIH), yaitu, dalam bentuk Surat Berharga Syariah
Nasional (Sukuk/SBSN), Surat Utang Negara (SUN), dan
Deposito Berjangka Berbasis Syariah. Hasil dari pengelolaan
Biaya Penyelenggara ibadah haji (BPIH) ini kemudian
dimanfaatkan untuk memangkas besaran beban biaya yang
ditanggung oleh setiap jamaah haji pada tahun berjalan.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menegaskan dana
kelolaan haji ditempatkan pada investasi infrastruktur yang
minim risiko. Karenanya, BPKH menyasar investasi yang sudah
pasti-berjalan dan. menghasilkan.(brown field) seperti jalan tol.®
Dari-investasi brownfield itu imbal-hasilnya bisa ‘mencapai 10
persen sampai 10,5 persen per/ tahun. Dana haji untuk
infrastruktur ini, yang nantinya memberikan timbal balik bagi
Jemaah haji. Misal biaya riil ibadah haji mencapai Rp70 juta.

Namun, dengan adanya pemanfaatan dana haji untuk infrastruktur

6 https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171110180846-78-
254840/dana-haji-bakal-disuntikkan-ke-proyek-jalan-tol diakses pada tanggal
22 februari 2019 pada jam 08.02.


https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171110180846-78-254840/dana-haji-bakal-disuntikkan-ke-proyek-jalan-tol
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171110180846-78-254840/dana-haji-bakal-disuntikkan-ke-proyek-jalan-tol
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ini calon jamaah hanya menyetorkan sekitar Rp35 juta, dan
sisanya disubsidi oleh imbal hasil (return) atau nilai manfaat
penempatan dana haji tersebut. Adapun besaran dana yang
dipakai untuk investasi langsung sebesar 10% dari total dana haji
yang pada tahun 2019 diperkiran mencapai Rp 121,1 triliun.’
Pembahasan wacana dana haji untuk pembangunan
infrastruktur disetujui oleh ketua Majelis Ulama Indonesia
(MUI). Mengingat sumber utama pemasukan dana setoran awal
Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji (BPIH) yang pada dasarnya
adalah dana titipan Jemaah haji untuk melaksan sebuah ibadah.®
Adapun Dana Abadi Umat (DAU) yang diperuntukkan untuk
kemaslahatan umat Islam.’ Maka dari itu, dilakukan pembahasan
secara mendasar terkait dasar teoretik pemanfaatan dana haji
untuk dipergunakan dalam pembangunan infrastruktur. Hal ini
juga dirasa perlu guna meninjau pemanfaatan dana haji untuk
infrastruktur jalan tol melalui perspektif tujuan-tujuan syariat
(magasid asy-Syar7‘ah ). Sejauh mana tujuan-tujuan syariat dapat
terwujud dalam pengelolaan keuangan haji, lebih khusus dalam
hal dana haji-untuk infrastruktur jalan tol di Indonesia.
Berdasarkan dari ‘pembahasan’ di “atas, maka -dilakukan

penelitian lebih lanjut tentang pemanfaatan dana haji melalui

"https://ekonomi.kompas.com/read/2017/10/11/093000826/dana-haji-
akan-dipakai-investasi-langsung-termasuk-infrastruktur diakses pada tanggal
28 februari 2019 pada jam 10.48.

# Undang-Undang nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan
Haji, Pasal 7, ayat (1).

% Undang-Undang nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan
Haji, Pasal 3.


https://ekonomi.kompas.com/read/2017/10/11/093000826/dana-haji-akan-dipakai-investasi-langsung-termasuk-infrastruktur
https://ekonomi.kompas.com/read/2017/10/11/093000826/dana-haji-akan-dipakai-investasi-langsung-termasuk-infrastruktur

7

perspektif magasid asy-Syari‘ah. Untuk kemudian mengajukan
judul “DANA HAJI UNTUK INVESTASI INFRASTRUKTUR
PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARI‘AH”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalahnya
yakni bagaimana dana haji untuk investasi infrastruktur jalan tol

dalam perspektif magasid asy-Syari ‘ah.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan acuan pada rumusan masalah diatas, maka
penelitian ini bertujuan sebagai untuk menguji sejauh mana
wacana tentang dana haji untuk infrastruktur dan subsidi
produktif sesuai dengan tujuan-tujuan syariat (magasid asy-
Syarz‘ah). Menguatkan wacana pemanfaatan dana haji untuk
infrastruktur dan subsidi produktif yang digagas oleh Presiden
Jokowi.

2. Adapun‘apabila: penelitian ini) dapat 'tercapai; 'maka penulis
berharap penelitian.ini dapat memberikan sumbangsih antara
lain;

a. Mengembangkan magasid asy-Syari‘ah sebagai sebuah
pendekatan melalui teori-teori yang dikemukakan Jaseer
Auda untuk menyelesaikan problematika masa kini.

b. Merangsang dan memotivasi para pemikir dan praktisi di

bidang Hukum Ekonomi Syariah khususnya para



mahasiswa yang melakukan penelitian lebih lanjut tentang

penilitian yang serupa.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang masalah dana haji untuk infrastruktur
merupakan sesuatu yang baru. Wacana ini baru muncul di era
Pemerintahan Jokowi. Maka tidak banyak skripsi ataupun buku
yang membahas tentang dana haji untuk infrastruktur tersebut.
Namun ada beberapa literatur yang peneliti telusuri diantaranya
adalah:

Pertama, skripsi “Tinjauan Hukum Islam terhadap
Pengelolaan Dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah haji” yang
ditulis oleh Mohammad Yahdi. Mahasiswa Jurusan Muamalat
FSH UIN Sunan Kalijaga tahun 2016. Penelitian ini-membahas
tentang tata kelola dana vyang = terkumpul dari biaya
penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) ditinjau dari sisi hukum
Islam. Kementrian Agama dalam hal ini dipercaya oleh
masyarakat untuk mengelola dana tersebut. Penelitian ini
merupakan penelitian- field research, “yakni ‘penelitian berbasis
data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Namun pengumpulan
data penelitian’ berupa hasil studi lapangan tersebut didukung
dengan hasil studi kepustakaan bersifat deskriptif analitis, dengan
mendeskripsikan alur dana BPIH dan pengelolaanya.

Kedua, tesis dengan judul “Pemanfaatan Dana haji di
Indonesia dalam Perspektif maqasid asy-Syari‘ah” yang ditulis

oleh Landy Trisna Abdurrahman, konsentrasi Hukum Tata
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Negara Program Studi Magister Hukum Islam, Fakultas Syari’ah
dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta.
Penelitian ini membahas mengenai penempatan dana haji dalam
produk Perbankan Syariah dan surat Berharga Syariah Nasional
(sukuk) dan pro kontra Pemanfaatan Dana haji untuk
Infrastruktur yang melibatkan opini dari beberapa Menteri. Juga
membahas tentang perbandingan Pengelolaan Dana haji di
Negara tetangga seperti Malaysia dan Turki. Penelitian ini
menggunakan magasid asy-Syari‘ah sebagai sebuah pendekatan
untuk membedah dan pisau analisis utama guna Pemanfaatan
Dana haji secara Teoretik.

Ketiga, tesis dengan judul “Pengelolaan Keuangan Haji:
Studi Perbandingan di Negara Indonesia dan Malaysia” karya
Eka Yuhendri, konsentrasi Hukum Bisnis Syariah, Program studi
Magister Hukum Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan
dengan metode komparatif. Penelitian ini membahas tentang
perbandingan_kontruksi keuangan haji; mulai dari kotruksi akad
yang- lebih. tepat dalam pengelolaan -keuangan haji. Serta
dilakukan™ analisis " perbandingan " tentang tentang “ konsep dan
system pengelolaan keuangan haji di-indonesia dan Malaysia.

Keempat, Undang-Undang no 34 tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Haji wacana Pemanfaatan Dana haji
untuk Infrastruktur nasional, yang diperkuat oleh Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan
Haji. Pada UU ini disebutkan, Pengelolaan Keuangan Haji



10

bertujuan meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji,
rasionalitas, dan efisisiensi penggunaan Biaya Penyelenggaraan
Ibadah Haji (BPIH) dan manfaat bagi kemaslahatan ummat
Islam. Adapun keuangan haji meliputi Penerimaan, pengeluaran
dan kekayaan. Penerimaan berupa setoran BPIH dan/atau BPIH
khusus, nilai manfaat keuangan haji, dana efisiensi,
penyelenggaraan ibadah haji, dana alokasi umum, dan sumber
lain yang sah dan tidak mengikat. Selanjutnya, pengeluaran
meliputi penyelenggaraan ibadah haji, operasional BPKH,
penempatan dan/atau investasi keuangan haji. Adapun wewenang
BPIH dalam UU ini adalah: Menempatkan dan menginvestasikan
Keuangan Haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian,
keamanan, dan nilai manfaat; dan Melakukan kerjasama dengan
lembaga lain dalam rangka pengelolaan Keuangan Haji.

Dari beberapa penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa
terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang
disusun oleh peneliti. Bila melihat penelitian yang dilakukan oleh
Landy Trisna Abdurrahman memiliki kesamaan tentang
bagaimana- Pemanfaatan Dana .haji - di. Indonesia -Perspektif
magqasid ‘asy-Syari‘ah. Namun dalam tesisnya fokus membahas
tentang penempatan dana haji dalam produk Perbankan Syariah
dan surat Berharga Syariah Nasional (sukuk). Sedangkan peneliti
fokus pada pemanfaatan dana haji untuk infrastruktur jalan tol.
Adapun persamaan dengan penelitian yang lainnya adalah objek

kecil yang dikaji yakni tentang dana haji. Dengan demikian
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peneliti berkesimpulan belum ada penelitian yang memiliki

pembahasan sama dengan yang dilakukan peneliti.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teori merupakan kerangka konseptual yang digunakan
sebagai pisau analisis untuk membedah masalah-masalah yang
diteliti.’® Penyajian landasan teori dilakukan dengan pemilihan
satu atau sejumlah teori yang relevan dari masing-masing
Klasifikasi di atas untuk kemudian dipadukan dalam satu
bangunan teori yang utuh.

Sebagai  perspektif dalam  penelitian ini, peneliti
menggunakan sebuah teori yakni teori magasid asy-Syari‘ah.
Teori ini digunakan dalam menganalisis data-data dalam
penelitian ini.

Magasid asy-Syari‘ah

Jasser Auda menganggap magasid ini adalah tujuan dari
segala metodologi dalam memproses sebuah hukum, karena
dengan magasid akan mengurangi dampak pertentangan dalil,
perselisithan antar madzhab 'di- sebabkan berbedanya metodologi
yang mereka gunakan. Magasid sebagai dasar epistemologi ini
adalah “suatu ‘usaha yang  sangat penting untuk mengetahui
rahasia, hikmah dan tujuan di syari’atkannya sebuah hukum oleh
Allah swt.

9 Tim UIN, Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017, him. 4.
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Teori dalam pendekatan magasid asy-Syari‘ah menurut
jaseer auda ini terdapat pergeseran dari magashid klasik menuju
kontemporer. Adapun inti dari teori magasid asy-Syarz ‘ah adalah
untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan,
atau menarik manfaat dan menolak mudharat.

Teori ini digunakan guna mengukur bagaimana jika dana
haji ini dialokasikan ke dalam investasi infrastruktur jalan tol di
Indonesia, apakah sudah sejalan dengan tujuan-tujuan magasid
asy-Syari‘ah. Teori ini dipandang dapat memberikan gambaran
teoretik terkait potensi dana haji secara optimal dan multi
dimensi. Teori ini akan dijelaskan lebih rinci pada BAB I

penelitian ini.

F. Metode Penelitian
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode diartikan sebagai
cara yang teratur dan sistematis untuk pelaksanaan sesuatu.
Sedangkan penelitian berarti proses pengumpulan dan analisis
yang dilakukan secara sistematika dan logis untuk mencapai
tujuan tertentu. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam
skripsi ini adalah sebagai berikut:
1. Jenis penelitian
Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (library research)
yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-
sumber tertulis yang terkait dengan obyek pembahasan agar
dapat diperoleh data-data yang jelas sehingga membantu

dalam kajian ini.
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2. Sifat penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah pendekatan Undang-Undang (statute approach) yaitu
penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-
Undang dan regulasi yang memiliki kaitan dengan objek yang
sedang diteliti.** Dalam penelitian ini, terdapat Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Keuangan Haji, dan peraturan perundang-undanagan lain
yang saling emndukung Pemanfaatan Dana haji untuk

infrastruktur di Indonesia.

3. Sumber data
Data yang di peroleh adalah dari bahan pustaka, karena
jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian pustaka.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

sebagal berikut:

a. Sumber data primer berupa dokumen laporan dan data
pemanfaatan Dana haji di Indonesia yang didapat dari
laporan Kementrian. Agama Republik Indonesia, dan data
dari BPKH.

b. Sumber data sekunder adalah data yang terdapat dalam
bahan-pustaka, berupa:

1 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana,
2014), him. 133.
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1)

2)

3)

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang
mempunyai kekuatan hukum mengikat.** Bahan
hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini
adalah Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan haji

Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan sekunder
berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan
merupakan dokumen-dokumen resmi, yang meliputi
buku-buku, teks, jurnal hukum.®* Bahan hukum
sekunder yang digunakan adalah Buku magasid asy-
Syari‘ah karangan Jasser Auda.

Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang dimaksud adalah bahan
hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan atas
bahan hukum primer maupun sekunder seperti kamus,

ensiklopedia, indeks komulatif, dan sebagainya.*

4. Analisis Data

Metode pengumpulan data yang “digunakan dalam

penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Studi

2 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta:

Universitas Indonesia (UIPress), 2007), him. 52.

him. 181.

13 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2014),

14 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika,

2010), him. 24.
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dokumen merupakan suatu metode pengumpulan data tertulis
dengan maenggun content analysis (analis terhadap isi
dokumen).™ Maka peneliti menentukan bahan-bahan pustaka
terkait pemanfaatan Dana haji dan bahan-bahan lain berkaitan

dengan penelitian yang dilakukan.

G. Sistematika Pembahasan
Sebelum memasuki bab satu didahului dengan halaman judul,
abstrak, halaman pernyataan skripsi, halaman surat pengesahan,
kata pengantar, dan daftar isi.

Skripsi ini disusun secara sistematis. Dimana sistematika
penyajiannya terbagi ke dalam tiga bagian yang keseluruhannya
tersusun dalam lima bab pembahasan. Yakni, pendahuluan (BAB
), isi (BAB I, 1Hl, dan V), serta Penutup (BAB V).

Bab pertama. Pendahuluan. Bab ini berisi pendahuluan
yang menjelaskan gambaran umum penelitian, bab ini terdiri dari
tujuh sub pembahasan. Sub pembahasan tersebut meliputi latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan
penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan
sistematika pembahasan.

Bab kedua, kerangka teori. Bab ini menjelaskan tentang
landasan teori yakni tinjauan magasid asy-Syari’ah. Di dalam
bab dua ini di antaranya membahas tentang definisi maqgasid asy-

Syari‘ah , pergeseran magasid klasik menuju magasid

15 Soerjono soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Ul Press,
1986) him.21.
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kontemporer menurut Jaseer Auda, dan magasid asy-Syari’ah
sebagai sebuah metode.

Bab ketiga, pada bab ini berisi tentang identifikasi dan
pemaparan data. Dalam hal ini gambaran umum tentang
pengelolaan keuangan haji dan pemanfaatannya untuk
infrastruktur. Penjelasan lebih rinci tentang pengelolaan dana
haji, macam-macam dana haji yang sudah berjalan sebelum
adanya dana haji dialokasikan ke infrastruktur, dan selanjutnya
alasan dana haji ini dialokasikan untuk penggunaan infrastruktur.

Bab empat, bab ini menjelaskan tentang analisis
pemanfaatan dana haji untuk infrastruktur. Yang mana bab ini
adalah bab inti dalam penulisan skripsi yang berisi analisis
dengan teori yang telah dibahas di dalam bab dua. Bab ini berisi
tentang analisis magasid  asy-Syari‘ah terhadap efisiensi
pengelolaan dana haji, subsidi jamaah haji yang lebih besar, dan
dana haji untuk investasi infrastruktur yang turut membantu
mensukseskan program pemerintah.

Bab kelima,merupakan bab terakhir dari_penulisan skripsi
yang mana didalamnya membahas penutup. Yang-berisikan
kesimpulan dari keseluruhan pembahasan—yang  diuraikan pada
bab-bab yang telah ditulis sebelumnya dan berkaitan erat dengan
pokok masalah penelitian, disertai dengan saran-saran yang dapat
peneliti sampaikan terkait permasalahan yang menjadi topik

penulisan ini.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Peminat untuk berngkat ke tanah suci dari tahun ke tahun
semakin banyak. Sedangkan untuk memperoleh daftar tunggu
saja, jamaah haji harus melunasi setoran awal senilai kurang lebih
Rp 25 juta. Jika, saat ini calon jamaah haji yang masih berada di
dalam daftar tunggu mencapai 4,34 juta jiwa,sedangkan setiap
jiwa bisa menunggu diberangkatan haji kurang lebih 30 tahun
setelah mendapatkan nomer porsi. Dapat diperkirakan total
setoran dana haji ke BPKH mencapai Rp119,55 triliun dan setiap
tahun diperkirakan akan terus naik. Sedangkan kebutuhan dana
haji untuk membiayai operasional haji tahun berjalan rata-rata
sebesar Rp 9 triliun.

Inisiatif pemerintah untuk mengelola dana tersebut bermula
dari banyaknya dana yang mengendaap tersebut, maka Badan
Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dilantik oleh Presiden Jokowi
pada tahun 2017 untuk fokus mengelola dana haji. Mengingat
sebelumnya bercampur dengan Kementrian-Agama. Dilantiknya
BPKH sekaligus terbit. PP No 5 Tahun 2018 sebagai pelaksana
UU No 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Haji.
Pengelolaan dana haji tersebut juga sudah melalui akad wakalah,
antara pengelola dan pemilik dana haji. Akad wakalah tersebut
sudah tercantum Kketika umat islam menyetorkan Biaya

Penyelenggara Ibadah Haji ke BPS-BPIH untuk selanjutnya
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mendapat nomer porsi. Dalam PP tersebut juga sudah tercantum
tentang pengelolaan dana haji untuk investasi secara langsung,
karena sebelumnya investasi dana haji hanya terbatas di investasi
tidak langsung seperti sukuk, deposito, dan Surat Utang Negara.

Selanjutnya, pengelolaan dana haji dialokasikan ke dalam
investasi langsung salah satunya adalah untuk pembangunan
infrastruktur jalan tol. Investasi ke infrastruktur ini sudah dikaji
oleh pemerintah sebelumnya, dan juga mengadaptasi tata cara
kelola Negara Malaysia yang sudah sejak 30 tahun lalu telah
mengalokasikan dana haji ke infrastruktur. Dan nilai manfaat
investasi dana haji ke infrastruktur ini adalah investasi yang tepat,
karena jangka panjang, minim resiko, dan mendapatkan manfat
yang lebih besar dari pada investasi lain.

Perlu digaris bawahi juga pengalokasian dana haji untuk
infrastruktur ini tidak dilakukan dengan penyertaan langsung dari
dana setoran awal calon jamaah haji, melainkan hasil
pemanfaatan dari investasi tidak langsung seperti: SBSN, SUN,
dan Deposito Berjangka Syariah. Jadi alurnya, setoran awal calon
jamaah haji -disetorkan ke rekening BPKH .oleh BPS-BPIH,
kemudian-dialokasikan ke investasi tidak langsung. Dari investasi
tidak langsung tersebut mendapat nilai manfaat, kemudian nilai
manfaat inilah yang dipakai untuk membiayai infrastruktur
Negara. Pemanfaatan dana haji dibidang infrastruktur, sekaligus
mendukung program

Pemerintah Era Jokowi yang menggenjot sektor

infrastruktur dengan harapan dapat meningkatkan daya saing,
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pertumbuhan dan pemerataan ekonomi sosial.  Proses
pengembangan dan manfaat dana haji untuk infrastruktur tentu
melibatkan selain jemaah haji. Namun hal ini bukanlah sesuatu
yang terlarang. Mengingat dalam magasid asy-Syarz‘ah memiliki
sifat multidimensional baik proses maupun hasilnya. Seperti
halnya penempatan pada sektor infrastruktur jalan tol yang akan
membawa manfaat baik yang bisa dirasakan bukan hanya oleh
jemaah haji. Dengan catatan dilakukan dengan prinsip syariah
dan sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Jika dilihat dari kacamata magasid asy-Syari‘ah,
pemanfaatan dana haji untuk investasi infrastruktur boleh
diterapkan, dengan catatan harus dengan prinsip syari’ah. Karena
jika tidak akan mengurangi keberkahan dari dana tersebut.
Pengelolaan dana haji untuk infrastruktur juga sudah sesuai
dengan perlindungan harta = (hifz al-mal) karena turut
mensejahterakan rakyat, adanya perputaran uang, dan adanya

pembangunan ekonomi.

B. Saran

Dalam rangka meminimalisir. resiko yang dapat: terjadi dalam
Investasi' Dana Haji yang dialokasikan' ke Infrastruktur, maka
penulis memberikan saran, vyaitu: dalam pelaksanaanya,
sebaiknya Badan Pengawas dan BPKH memberikan pengawasan
dan perhatian khusus terhadap aktivitas yang dilakukan agar

benar-benar sesuai dengan prinsip syari’ah.Pengawasan yang
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lebih terjaga ini bertujuan agar hasil dari pemanfaatan investasi
dana haji tersebut dapat dipertanggung jawabkan keberkahannya.

Selanjutnya, sebaiknya dilakukan penjelasan lebih dalam
mengenai dana haji yang dialokasikan ke infrastruktur tersebut ke
masyarakat luas, agar masyarakat benar-benar paham dana
mereka di buat untuk apa. Khususnya, supaya tidak terjadi buruk
sangka ke pemerintah, atau pihak BPKH selaku pengelola. Jadi,
masyarakat luas, khususnya calon jemaah haji tidak perlu
mengkhawatirkan dana yang sudah disetorkan ke BPKH tersebut.
Karena dalam pelaksanaanya dari pihak BPS-BPIH, kadang tidak
menjelaskan satu persatu akad yang sudah tercantum pada lembar

yang harus di tanda tangani pada saat menyetor biaya awal.
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TERJIEMAHAN AL-QUR’AN

Hal. | FN Ayat’AI- Terjemahan Ayat
Qur’an
17 1 Q.S. Al- Dan Kami tidak mengutus engkau
Anbiya’ (21): | Muhammad  melainkan  untuk
107 menjadi rahmat bagi seluruh
alam. Perlindungan, kedamaian,
dan kasih sayang yang lahir dari
ajaran dan pengamalan Islam
yang baik dan benar.
20 6 Q.S. Al- 201. Apabila kamu telah
Bagarah (2) : | menyelesaikan ibadah haji seperti
201-202 tawaf, sai, wukuf di Arafah,

bermalam di Muzdalifah,
melempar jamrah, tahalul, dan
tawaf wada’, maka berzikirlah
kepada Allah, sebagaimana kamu
menyebut-nyebut nenek moyang
kamu dalam tradisi Jahiliah
dengan khidmat, khusyuk, dan
takzim; bahkan berzikirlah kepada
Allah dengan lebih takzim dari
itu. Maka di antara manusia ada
yang berdoa, Ya Tuhan kami!
Berilah kami: kebaikan di dunia,
seperti hidup’ yang' sehat, harta
yang banyak, dan keturunan yang
cerdas . sehingga terhormat dan
bermartabat, tetapi  di akhirat dia
tidak memperoleh bagian apa pun
karena tidak beriman dan beramal
saleh.Mereka itulah yang
memperoleh bagian dari apa yang
telah mereka kerjakan dengan
memperoleh kebaikan di dunia
dan keselamatan di akhirat, dan
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Allah Maha cepat perhitungan-
Nya atas semua amal perbuatan
manusia.

202. Mereka itulah  yang
memperoleh bagian dari apa yang
telah mereka kerjakan dengan
memperoleh kebaikan di dunia
dan keselamatan di akhirat, dan
Allah Maha cepat perhitungan-
Nya atas semua amal perbuatan
manusia. Dan berzikirlah kepada
Allah dengan membaca takbir
sesudah salat lima waktu dan
ketika melontar pada hari yang
telah ditentukan jumlahnya, yaitu
hari tasyrig, tanggal 11, 12, dan
13  Zulhijah. Barang siapa
mempercepat meninggalkan Mina
setelah dua hari, tanggal 11 dan
12 Zulhijah, maka tidak ada dosa
baginya. - Dan  barang siapa
mengakhirkannya hingga tanggal
13 Zulhijah, tidak ada dosa pula
baginya, yakni bagi orang yang
bertakwa, yaitu orang-orang
menjalankan perintah Allah dan
meninggalkan 1 larangan-Nya di
dalam- berhaji.. Dan bertakwalah
kepada —~Allah, ~dan " ketahuilah
bahwa kamu akan dikumpulkan-
Nya, yakni-kamu semua akan
dikumpulkan kepada-Nya kelak
pada hari Kiamat. Demikianlah,
Allah menjelaskan tata cara yang
benar dalam melaksanakan ibadah
haji yang disyariatkan bagi orang-
orang yang beriman.
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59

Q.S.At-
Taubah (9) :
34-35

34.  Setelah ayat sebelumnya
menerangkan tentang
ketidaksukaan kaum musyrik dan
Ahli Kitab terhadap tersebarnya
Islam, maka ayat ini
menginformasikan perilaku buruk
sebagian pemimpin Ahli Kitab
yang menyimpang. Wahai orang-
orang yang beriman!
Sesungguhnya banyak dari orang-
orang alim Yahudi dan rahib-
rahib Nasrani mereka benar-benar
memakan harta orang dengan
jalan yang batil, baik dengan jalan
suapmenyuap, meminta bayaran
dalam proses penebusan dosa,
riba, berbuat curang, mencuri,
termasuk menganjurkan berinfak
namun  untuk  kesejahteraan
dirinya sendiri, dan mereka juga
menghalang-halangi manusia dari
mengikuti jalan Allah, yakni
agama Islam, melalui berbagai
macam cara seperti menciptakan
kebohongan terhadap  Islam,
menumbuhkan keraguan terhadap
Al-Qur'an, ~dan imencela pribadi
Rasulullah -yang agung. Padahal,
kerusakan akhlak, pemikiran, dan
akidah ~ seorang  tokoh atau
pemimpin agama -adalah sangat
membahayakan bagi kehidupan
umat manusia yang dipimpinnya.
Dan di samping itu, mereka juga
termasuk orang-orang yang suka
menyimpan emas dan perak,
yakni menumpuk-numpuk harta,
dan tidak menginfakkannya di
jalan Allah, bah-kan cenderung




76

serakah dan kikir. Terhadap
mereka itu, maka berikanlah
kabar gembira kepada mereka,
sebagai bentuk ejekan sekaligus
celaan, bahwa mereka akan
mendapat azab yang pedih di
akhirat kelak. Ayat ini
menjelaskan azab yang
diancamkan kepada para
pemimpin Ahli Kitab dan siapa
saja yang kikir sebagaimana
mereka. Ingatlah, pada hari ketika
emas dan perak dipanaskan dalam
neraka Jahanam, lalu dengan itu
disetrika dahi, lambung dan
punggung mereka, yakni orang-
orang kaya yang tidak dermawan,
seraya dikatakan kepada mereka,
Inilah harta bendamu yang kamu
simpan untuk dirimu sendiri.
Dengan -harta itu, bukan saja
kamu tidak menunaikan zakatnya,
namun  juga tidak  kamu
manfaatkan  untuk  membantu
mereka yang membutuhkan, maka
rasakanlah akibat dari apa yang
kamu  simpan  itu:> Ancaman ini
berlaku .umum, - yaitu -ditujukan
kepada siapa saja yang dikaruniai
harta banyak namun_Kkikir. Islam
memang. membolehkan /umatnya
untuk  mengumpulkan  harta
sebanyak-banyaknya, tetapi pada
saat yang sama ia juga harus
bersifat dermawan.

35. Ayat ini menjelaskan azab
yang diancamkan kepada para
pemimpin Ahli Kitab dan siapa
saja yang kikir sebagaimana
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mereka. Ingatlah, pada hari ketika
emas dan perak dipanaskan dalam
neraka Jahanam, lalu dengan itu
disetrika dahi, lambung dan
punggung mereka, yakni orang-
orang kaya yang tidak dermawan,
seraya dikatakan kepada mereka,
Inilah harta bendamu yang kamu
simpan untuk dirimu sendiri.
Dengan harta itu, bukan saja
kamu tidak menunaikan zakatnya,
namun  juga tidak  kamu
manfaatkan  untuk  membantu
mereka yang membutuhkan, maka
rasakanlah akibat dari apa yang
kamu simpan itu. Ancaman ini
berlaku umum, vyaitu ditujukan
kepada siapa saja yang dikaruniai
harta banyak namun Kkikir. Islam
memang membolehkan umatnya
untuk  mengumpulkan  harta
sebanyak-banyaknya, tetapi pada
saat yang sama ia juga harus
bersifat dermawan.

Setelah ayat yang lalu
menjelaskan  keburukan akidah
para tokoh ‘Ahli Kitab, maka ayat
ini. kembali - menginformasikan
keburukan perilaku kaum
musyrik, yakni_mengubah hukum
Allah,;~ Di “antara ‘hukum Allah
yang diubah adalah menambah
hitungan bulan dalam setahun.
Ayat menyatakan, bahwa
sesungguhnya  jumlah  bulan
menurut Allah dalam satu tahun
lalah dua belas bulan dengan
mengikuti  perputaran  bulan,
sebagaimana dalam ketetapan
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Allah sejak penciptaan alam ini,
yakni pada waktu Dia
menciptakan langit dan bumi. Di
antaranya, yakni dua belas bulan
tersebut, ada empat bulan haram
atau yang dimuliakan, vyaitu
Zulga'dah, Zulhijjah, Muharram,
dan Rajab.l1 ltulah ketetapan
agama yang lurus, yaitu bahwa
empat bulan yang dimuliakan itu
sesuai dengan sistem yang telah
ditetapkan oleh Allah dan menjadi
syariat agama-Nya, maka jangan-
lah kamu menzalimi dirimu, baik
melakukan peperangan (Lihat:
Surah al-Bagarah/2: 217), maupun
perbuatan dosa lainnya, terlebih
lagi dalam bulan yang empat itu,
karena dosanya akan dilipat-
gandakan. Namun,  larangan
peperangan di bulan-bulan haram
ini lalu dinasakh atau dihapus
hukumnya dengan firman-Nya,
dan perangilah kaum musyrik
semuanya, sebagaimana mereka
pun memerangi kamu semuanya
di manasaja dan kapan saja meski
bertepatan .dengan -empat bulan
yang . semestinya dilarang /untuk
berperang itu. _Dan  ketahuilah
bahwa Allah beserta orang-orang
yang takwa
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 34 TAHUN 2014
TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

d.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap
penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing
dan untuk beribadat menurut agamanya dan
kepercayaannya itu sebagaimana yang diamanatkan
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

bahwa jumlah warga negara Indonesia yang
mendaftar untuk menunaikan ibadah haji terus
meningkat sedangkan kuota haji terbatas sehingga
jumlah jemaah haji tunggu meningkat;

bahwa peningkatan jumlah jemaah haji tunggu
mengakibatkan- terjadinya penunipukan akumulasi
dana haji;

bahwa akumulasi dana haji berpotensi ditingkatkan
nilai manfaatnya guna mendukung penyelenggaraan
ibadah™ haji yvang lebilh berkualitas melalui
pengelolaan keuangan haji  yang efektif, efisien,
transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

bahwa untuk menjamin pengelolaan keuangan haji
yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel
memerlukan payung hukum yang kuat;

f. bahwa . . .
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f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d,
dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang
tentang Pengelolaan Keuangan Haji;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 29 Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN
KEUANGAN HAJI.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengar:

1. Keuangan Haji adalah. semua hak dan kewajiban
Pemerintah yang /dapat dinilai dengan uang terkait
dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua
kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat
dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak
dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari
jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak
mengikat.

2. Dana. ..
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Dana Haji adalah dana setoran biaya
penyelenggaraan  ibadah  haji, dana  efisiensi
penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai
manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka
penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan
program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam.
Dana Abadi Umat yang selanjutnya disingkat DAU
adalah sejumlah dana yang sebelum berlakunya
Undang-Undang ini diperoleh dari hasil
pengembangan DAU dan/atau sisa biaya operasional
penyelenggaraan ibadah haji serta sumber lain yang
halal dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Badan Pengelola Keuangan Haji yang selanjutnya
disingkat BPKH adalah lembaga yang melakukan
pengelolaan Keuangan Haji.

Bank Umum Syariah adalah bank yang menjalankan
kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yang
dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas
pembayaran.

Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor
pusat /bank ‘umum  konvensional yang berfungsi
scbagaiy kantor induk darizkantor-atau sunit yang
melaksanakan kegiatan usaha-berdasarkan prinsip
syariah.

Bank ' Penerima ° Setoran ‘Biaya Penyelenggaraan
Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPS BPIH
adalah Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha
Syariah yang ditunjuk oleh BPKH.

Kas Haji adalah rekening BPKH pada Bank Umum
Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah yang
digunakan untuk menampung Dana Haji.

9. Penyelenggaraan . . .
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Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian
kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang
meliputi pelaksanaan pembinaan, pelayanan, dan
perlindungan jemaah haji yang diselenggarakan oleh
Pemerintah.

Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalah
Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh
penyelenggara  ibadah  haji  khusus dengan
pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat
khusus.

Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya
disingkat PIHK adalah pihak yang menyelenggarakan
ibadah haji khusus yang mempunyai izin dari Menteri
sebagai PIHK.

. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya

disingkat BPIH adalah scjumlah dana yang harus
dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan
ibadah haji.

.Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus yang

selanjutnya disebut BPIH Khusus adalah sejumlah
dana yang harus dibayar oleh Jemaah Haji yang akan
menunaikan ibadah haji khusus.

Jemaah Haji adalah warga negara Indonesia yang
beragama. Islam ‘dan-telah mendaftarkan diri untuk
menunaikan. ibadah /haji sesuai dengan persyaratan
yang ditetapkan.

Dewan_Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat
DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah  Pusat yang  selanjutnya  disebut
Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang
memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

17. Menteri . . .
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17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 2

Pengelolaan Keuangan Haji berasaskan:
a. prinsip syariah;

b. prinsip kehati-hatian;

c¢. manfaat;

d. nirlaba;

e. transparan; dan

f. akuntabel.

Pasal 3

Pengelolaan Keuangan Haji bertujuan meningkatkan:

a. kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji;
b. rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH; dan

c. manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.

BAB1I
KEUANGAN HAdJI

Pasal 4

Keuangan Haji meliputi:
a. penerimaan;
b. pengeluaran; dan

c. kekayaan.

Pasal 5. ..
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Pasal 5

Penerimaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

a.
b.
c:
d.

c.

(1

2

—

3

)

(S

setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus;

nilai manfaat Keuangan Haji,

dana efisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji;
DAU; dan/atau

sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6

Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diperoleh dari
Jemaah Haji.

Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibayarkan ke rekening atas
nama BPKH dalam kedudukannya sebagai wakil yang
sah dari Jemaah Haji pada Kas Haji melalui BPS
BPIH.

Saldo setoran BPIH' dan/atau BPIH (Khusus' terdiri
atas setoran BPIH danj/atau BPIH Khusus “beserta
nilai manfaatnya.

Saldo setoran /BPIH dan/atau BPHH Khusus tidak
dapat diambil oleh Jemaah Haji.

Pengambilan saldo setoran BPIH dan/atau BPIH
Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya
dapat dilakukan apabila Jemaah Haji membatalkan
porsinya, baik karena meninggal dunia maupun
alasan lain yang sah sebagaimana diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai

Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Pasal7 ...
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Pasal 7

Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus secbagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan dana
titipan Jemaah Haji untuk Penyelenggaraan Ibadah
Haji.

Dalam hal saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus
lebih besar daripada penctapan BPIH dan/atau BPIH
Khusus tahun berjalan, BPKH wajib mengembalikan
selisihnya kepada Jemaah Haji.

Pasal 8

Nilai manfaat Keuangan Haji sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf b diperoleh dari hasil
pengembangan Keuangan Haji.

Nilai manfaat Keuangan Haji sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditempatkan pada Kas Haji.

Pasal 9

Dana - efisiensi | Penyelenggaraan Ibadah  Haji
scbagaimana /dimaksud | dalam Pasal 5 huruf c
diperoleh dari @ hasil efisiensi  biaya & operasional
Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Dana = efisiensi’  Penyelenggaraan / Ibadah  Haji
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan
pada Kas Haji.

Pasal 10

Pengeluaran Keuangan Haji sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

a. Penyelenggaraan . . .
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Penyelenggaraan Ibadah Haji;

opecrasional BPKH;

penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji;
pengembalian setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus
Jemaah Haji yang membatalkan keberangkatan
dengan alasan yang sah;

pembayaran saldo setoran BPIH Khusus ke PIHK;

pembayaran nilai manfaat setoran BPIH dan/atau
BPIH Khusus;

kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam; dan

pengembalian selisih saldo setoran BPIH dan/atau
BPIH Khusus dari penetapan BPIH dan/atau BPIH

Khusus tahun berjalan.

Pasal 11

Besaran pengeluaran untuk Penyelenggaraan Ibadah
Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a
ditetapkan oleh Pemerintah setelah mendapat
persetujuan DPR.

Pengeluaran ~untuk' Penyelenggaraan “Ibadah Haji
scbagaimana dimaksud/  pada ‘ayat /(1) ~dilakukan
dengan memindahkan /dana dari Kas Haji ke Kkas
satuan kerja Penyelenggara Ibadah Haji secara
berkala.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pemindahan dana dari Kas Haji untuk Pembayaran
Pengeluaran Keuangan Haji sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) termasuk penahapan dan besaran
setiap tahapannya diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 12. ..
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Pasal 12

(1) Pengeluaran operasional BPKH scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:
a. belanja pegawai; dan
b. belanja operasional kantor.

(2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat [1]
dilakukan dengan prinsip rasional, efektif, efisien,
transparan, dan akuntabel.

(3) Besaran pengeluaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditentukan berdasarkan persentase dari nilai
manfaat Kenangan Haji.

(4) Besaran pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diusulkan oleh BPKH dan ditetapkan oleh
Menteri setelah mendapat persetujuan dari DPR.

S

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan memindahkan dana dari Kas Haji
ke kas BPKH.

©

Sisa anggaran operasional BPKH dikembalikan ke Kas
Haji.

Pasal 13

Pengeluaran penempatan: dan/atau investasic Keuangan
Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c
dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dewan
pengawas.

Pasal 14

Pengeluaran pengembalian setoran BPIH dan/atau BPIH
Khusus Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 huruf d sebesar saldo setoran BPIH dan/atau BPIH
Khusus dan dibayarkan ke setiap rekening Jemaah Haji
yang batal berangkat.

Pasal 15 . ..
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Pasal 15

Pengeluaran pembayaran saldo setoran BPIH Khusus ke
PIHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e
dibayarkan sesuai jumlah Jemaah Haji khusus yang
telah melunasi BPIH Khusus dan berangkat pada tahun
berjalan.

Pasal 16

(1) Pengeluaran pembayaran nilai manfaat setoran BPIH
dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 huruf f dilakukan oleh BPKH secara
berkala ke rekening virtual Jemaah Haji.

(2) Besaran pengeluaran scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditentukan berdasarkan persentase dari nilai
manfaat Keuangan Haji.

(3) Besaran persentase dari nilai manfaat Keuangan Haji
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
sctiap  tahun oleh  "BPKH setclah mendapat
persetujuan dari DPR.

Pasal 17
Pengeluaran kegiatan ‘untuk” kemaslahatan umat Islam

sebagaimana dimaksud ‘dalam “Pasal 10 ‘huruf g
pendanaannya berasal dari nilai manfaat DAU.

Pasal 18
Kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf ¢
meliputi uang dan barang yang dapat dinilai dengan nang

vang dikelola oleh BPKH.

Pasal 19 ...



o

Q@(”ﬁr

’%t

2 S
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-11 -

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan,
pengeluaran dan kekayaan Keuangan Haji sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

BAB 111
BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

Bagian Kesatu

Umum
Pasal 20

(1) Pengelolaan Keuangan Haji dilakukan oleh BPKH.

(2) BPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan badan hukum publik berdasarkan
Undang-Undang ini.

(3) BPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat
mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden
melalui Menteri.

(1) Pengelolaan  Keuangan Haji oleh BPKH dilakukan
secara Korporatif dan nirlaba.

Bagian Kedua

Tempat Kedudukan

Pasal 21

(1) BPKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1)
berkedudukan dan berkantor pusat di ibu kota

negara Republik Indonesia.

(2) BPKH . . .
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(2) BPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

memiliki kantor perwakilan di provinsi dan kantor
cabang di kabupaten /kota.

Bagian Ketiga

Tugas, Fungsi, Wewenang, Hak, dan Kewajiban

Paragraf 1

Tugas

Pasal 22

BPKH bertugas mengelola Keuangan Haji yang meliputi

penerimaarn; pengembangan, pengeluaran, dan

pertanggungjawaban Keuangan Haji.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 23

Dalam "melaksanakan tugas ' sebagaimana’ ‘dimaksud

dalam Pasal 22, BPKH menyelenggarakan fungsi:

a.

perencanaan  penerimaan, — pengembangan, = dan
pengeluaran Keuangan Haiji;

pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan
pengeluaran Keuangan Haji;

pengendalian dan pengawasan penerimaan,
pengembangan, serta pengeluaran Keuangan Haji;
dan

pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan
penerimaan, pengembangan, dan  pengeluaran
Keuangan Haji.

Paragraf 3 . . .



93

o

Qﬁiﬂm‘,

’%i

Do

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18-

Paragraf 3

Wewenang
Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22, BPKH berwenang:

a. menempatkan dan menginvestasikan Keuangan Haji
sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian,
keamanan, dan nilai manfaat; dan

b. melakukan kerja sama dengan lembaga lain dalam
rangka pengelolaan Keuangan Haji.

Paragraf 4
Hak
Pasal 25
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana
dalam Pasal 22 dan Pasal 23, BPKH berhak memperoleh
dana operasional untuk penyelenggaraan program

pengelolaan ' Kenangan' Haji yang bersumber dari nilai
manfaat Kenangan Haji.

Paragraf 5

Kewajiban
Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana
pada Pasal 22 dan Pasal 23, BPKH wajib:

a. mengelola . . .
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mengelola Keuangan Haji secara transparan dan
akuntabel untuk sebesar-besarnya kepentingan
Jemaah Haji dan kemaslahatan umat Islam;
memberikan informasi melalui media mengenai
kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil
pengembangannya secara berkala setiap 6 (enam)
bulan;

memberikan informasi kepada Jemaah haji mengenai
nilai manfaat BPIH dan/atau BPIH Khusus melalui
rekening virtual setiap Jemaah Haji;

melakukan pembukuan sesuai dengan standar
akuntansi yang berlaku;

melaporkan pelaksanaan pengelolan Keuangan Haji,
secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri
dan DPR;

membayar nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH
Khusus secara berkala ke rekening virtual setiap
Jemaah Haji; dan

mengembalikan selisih saldo setoran BPIH dan/atau
BPIH Khusus dari penetapan BPIH dan/atau BPIH
Khusus tahun berjalan kepada Jemaah Haji.

Bagian Ketiga
Organ

Paragraf 1
Struktur

Pasal 27

Organ BPKH terdiri atas badan pelaksana dan dewan

pengawas.

Paragraf 2 . . .



(1)

(2)

95

o

Qﬁiﬂm‘,

‘:‘t

Do

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15

Paragraf 2

Badan Pelaksana

Pasal 28

Badan pelaksana memiliki fungsi perencanaan,
pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan
Keuangan Haji.

Dalam pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), badan pelaksana bertugas:

a. menyiapkan rumusan kebijakan, rencana
strategis, dan rencana kerja dan anggaran
tahunan pengelolaan Keuangan Haji;

b. melaksanakan program pengelolaan Keuangan
Haji yang telah ditetapkan serta rekomendasi atas
hasil pengawasan dan pemantauan dari dewan
pengawas;

c. melakukan penatausahaan pengelolaan Keuangan
Haji dan aset BPKH sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

d.. melaporkan pelaksanaan. program' dan anggaran
tahunan_ pengelolaan. Keuangan., Haji secara
berkala kepada dewan pengawas;

e. menyiapkan laporan pertanggungjawaban BPKH
kepada Presiden dan DPR;

f. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan
operasional BPKH;

g. menyelenggarakan administrasi pengelolaan
Keuangan Haji sesuai dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

h. membuat laporan keuangan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam . . .
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(3) Dalam melaksanakan tugas secbagaimana dimaksud

4

(1

(2

(3

—

pada ayat (2), badan pelaksana berwenang;:
a. melaksanakan wewenang BPKH;

b. menetapkan struktur organisasi beserta tugas
pokok dan fungsi, tata kerja organisasi, dan
sistem kepegawaian;

c. menyelenggarakan manajemen kepegawaian
BPKH, termasuk mengangkat, memindahkan, dan
memberhentikan pegawai BPKH serta menectapkan
penghasilan pegawai BPKH;

d. mengusulkan kepada Presiden melalui Menteri
mengenai penghasilan bagi dewan pengawas dan
badan pelaksana; dan

e. menetapkan ketentuan dan tata cara pengadaan
barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan
tugas BPKH dengan memperhatikan prinsip
transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan
efektivitas.

Ketentuan lebih = lanjut mengenai tata cara
pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang badan
pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 29

Badan pelaksana paling sedikit terdiri atas 5 (lima)
orang anggota yang berasal dari unsur profesional.

Anggota badan pelaksana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden.

Anggota badan pelaksana diangkat untuk jangka
waktu S5 (lima) tahun dan dapat diusulkan untuk
diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan
berikutnya.

Paragraf 3 . . .
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Paragraf 3

Dewan Pengawas

Pasal 30

(1) Dewan pengawas memiliki fungsi pengawasan

)

@)

terhadap pengelolaan Keuangan Haji.

Dalam pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dewan pengawas bertugas:

a.

b.

melaksanakan penilaian atas rumusan kebijakan,
rencana strategis, rencana kerja dan anggaran
tahunan pengelolaan Keuangan Haji;

melaksanakan pengawasan dan pemantauan atas
pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji; dan

menilai dan memberikan pertimbangan terhadap
laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
pengelolaan Keuangan Haji dan pengelolaan BPKH
sebelum ditetapkan menjadi laporan BPKH.

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), dewan pengawas berwenang:

a.

memberikail persetujuan. atas) rencana strategis
dan_ rencana . kerja_. dan . anggaran. tahunan
pengelolaan Keuangan Haji;

memberikan  persetujuan atas  penempatan
dan/atau investasi/Keuangan Haji;

mendapatkan dan/atau meminta laporan dari
badan pelaksana;

mengakses data dan informasi —mengenai
pengelolaan Keuangan Haji;

melakukan penelaahan terhadap data dan
informasi mengenai pengelolaan Keuangan Haji;
dan

f. memberikan . . .
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f. memberikan saran dan rekomendasi kepada
Presiden melalui Menteri mengenai kinerja badan
pelaksana.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang dewan
pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 31

Dewan pengawas terdiri atas 7 (tujuh) orang anggota
yang berasal dari unsur profesional.

Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas 2 (dua) orang dari unsur dari
Pemerintah dan S5 (lima) orang dari unsur
masyarakat.

Anggota dewan pengawas yang berasal dari unsur
Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terdiri atas:

a. 1 (satu) orang dari kementerian yang
menyelénggarakan  urusan’ /peinerintahan  di
bidang agama; dan

b. .1 /~(satu). orang /~dari kementerian /yang
menyelenggarakan urusan “pemerintahan di
bidang keuangan.

Anggota dewan pengawas yang berasal dari unsur
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dipilih oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh
Presiden.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan dan
pengusulan anggota dewan pengawas diatur dalam
Peraturan Presiden.

Pasal 32 . ..
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Pasal 32

Anggota dewan pengawas scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 ayat (1) diangkat dan diberhentikan
oleh Presiden.

Presiden menetapkan salah seorang dari anggota
dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sebagai ketua dewan pengawas.

Anggota dewan pengawas diangkat untuk jangka
waktu S5 (lima) tahun dan dapat diusulkan untuk

diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan
berikutnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dewan
pengawas dapat dibantu oleh sebuah komite audit.

Pembentukan komite audit ditetapkan oleh dewan
pengawas.

Bagian Keempat

Pegawai BPKH

Pasal 33

Pegawai BPKH berstatus sebagai pegawai BPKH.

Pegawai BPKH adalah/warga negara Indonesia yang
karena keahliannya = diangkat sebagai pegawai di
BPKH.

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara
pengangkatan pegawai BPKH diatur dalam Peraturan
Presiden.

BABIV. ..
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BAB IV

PERSYARATAN, TATA CARA PEMILIHAN DAN PENETAPAN, SERTA
PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PELAKSANA DAN ANGGOTA
DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Persyaratan Anggota Badan Pelaksana
dan Anggota Dewan Pengawas

Paragraf 1

Persyaratan Umum

Pasal 34

(1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota badan
pelaksana dan anggota dewan pengawas, calon
anggota badan pelaksana dan calon anggota dewan

pengawas harus memenuhi persyaratan:
a. warga negara Indonesia;
b. beragama Islam;

¢.  sehat'jasmani/dan rohani;

d. memiliki integritas dan 'kepribadian yang tidak

tercela;

c... memiliki kualifikasi_dan kompetensi yang sesuai

untuk pengelolaan Keuangan Haji;

f.  berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun
dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada

saat dicalonkan menjadi anggota;

g. tidak sedang menjadi anggota atau menjabat

sebagai pengurus partai politik;

h. tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa

dalam proses peradilan;

i. tidak. ..
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i. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara
berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana kejahatan yang
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun
atau lebih;

j- tidak merangkap jabatan; dan/atau

k. memiliki pengetahuan tentang ekonomi syariah.
(2) Selama menjabat, anggota badan pelaksana dan
anggota dewan pengawas dilarang merangkap jabatan

di pemerintahan, badan hukum lainnya, atau sebagai
pejabat negara.

Paragraf 2

Persyaratan Khusus
Pasal 35

(1) Selain =~ harus memenuhi persyaratan umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), calon
anggota badan pelaksana dan calon anggota dewan
pengawas harus memenuhi persyaratan khusus
berupa kompetensi dan pengalaman di bidang
pengelolaan keuangan paling sedikit § (lima) tahun.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan khusus
diatur dalam Peraturan Presiden.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemilihan dan Penetapan
Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas

Pasal 36
(1) Untuk memilih dan menetapkan anggota badan

pelaksana dan anggota dewan pengawas, Presiden
membentuk panitia seleksi.

(2) Keanggotaan . . .
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(2) Keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) orang dari unsur
Pemerintah dan 6 (enam) orang dari unsur

masyarakat.

(3) Keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Presiden.

Pasal 37

(1) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
36 mengumumkan penerimaan pendaftaran calon
anggota badan pelaksana dan anggota dewan
pengawas paling lama S (lima) hari kerja setelah
ditetapkan.

(2) Pendaftaran dan seleksi calon anggota badan

pelaksana dan anggota dewan pengawas dilakukan
dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja secara terus-
menerus.

(3) Panitia_seleksi mengumumkan nama calon anggota
badan pelaksana dan nama calon anggota dewan
pengawas kepada masyarakat untuk mendapatkan
tanggapail | paling lama |5] (lima) /hari (keija’ setelah
pendaftaran ditutup.

(4

Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan kepada panitia seleksi paling lama 15
(lima | belas) ‘hari' kerja terhitung sejak /‘tanggal
diumumkan.

(5

Panitia seleksi menentukan calon anggota badan
pelaksana dan anggota dewan pengawas yang akan
disampaikan kepada Presiden sebanyak 2 (dua) kali
jumlah jabatan yang diperlukan paling lama 10
(sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal
ditutupnya masa penyampaian tanggapan dari
masyarakat.

Pasal 38 . . .



(1)

(2)

(3)

(1)

()

©)

RN
&
\ol
‘Na¥
My,
PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-23-

Pasal 38

Presiden memilih dan menetapkan anggota dewan
pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah dan
anggota badan pelaksana berdasarkan usul dari
panitia seleksi.

Presiden mengajukan nama calon anggota dewan
pengawas yang berasal dari unsur masyarakat
kepada DPR sebanyak 2 (dua) kali jumlah jabatan
yang diperlukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja
terhitung sejak tanggal diterimanya daftar nama calon
dari panitia seleksi.

DPR memilih anggota dewan pengawas yang berasal
dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja
terhitung sejak tanggal penerimaan usulan dari
Presiden.

Pimpinan DPR menyampaikan nama calon terpilih
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Presiden
paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung scjak tanggal
berakhirnya pemilihan.

Presiden menectapkan calon terpilih sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) paling lama 30 (tiga puluh)
hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan surat
dari pimnpinan DPR.

Penetapan anggota dewan pengawas dari unsur
pemerintah dan anggota badan pelaksana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
bersama-sama dengan penetapan anggota dewan
pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 39 . ..
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Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan dan
penetapan anggota badan pelaksana dan anggota dewan
pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal
37, dan Pasal 38 diatur dalam Peraturan Presiden.

Bagian Ketiga

Pemberhentian

Pasal 40

Anggota badan pelaksana atau anggota dewan pengawas

berhenti dari jabatannya dengan alasan:

a.
b.

C.

(1

@)

meninggal dunia;
masa jabatan berakhir; atau

diberhentikan.

Pasal 11

Anggota badan pelaksana atau anggota dewan

pengawas. dapat/ diberhentikan /'sementara dengan

alasan:

a. sakit terus-menerus—lebih dari /8 (tiga) bulan
schingga tidak dapat menjalankan tugasnya;

b. ditetapkan menjadi tersangka; atau

c. dikenai sanksi administratif pemberhentian
sementara.

Dalam hal anggota badan pelaksana atau anggota

dewan pengawas diberhentikan sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden
menunjuk pejabat sementara dengan

mempertimbangkan usulan Menteri.

(3) Anggota . . .
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Anggota badan pelaksana atau anggota dewan
pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikembalikan pada jabatannya apabila telah
dinyatakan sehat kembali untuk melaksanakan
tugas, apabila statusnya sebagai tersangka dicabut,
atau sanksi administratif pemberhentian
sementaranya dicabut.

Pengembalian jabatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari
terhitung sejak dinyatakan sehat, statusnya sebagai
tersangka dicabut, atau sanksi administratif
pemberhentian sementaranya dicabut.

Pemberhentian sementara anggota badan pelaksana
atau  anggota dewan  pengawas secbagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan pengembalian jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh
Presiden.

Pasal 42

Anggota badan pelaksana atau anggota dewan pengawas

diberhentikan dari jabatannya 'dengan alasan:

a.

sakit terus-menerus selama 6 (enam) bulan sehingga
tidak dapat menjalankan tugasnya;

tidak ‘menjalankan tugasnya sebagai anggota badan
pelaksana * atau” anggota dewan pengawas secara
terus-menerus lebih dari 3 (tiga) bulan karena alasan
selain sebagaimana dimaksud pada huruf a;
merugikan BPKH dan kepentingan Jemaah Haji
karena kesalahan kebijakan yang diambil;

menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana;

e. tidak . . .
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tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota
badan pelaksana atau anggota dewan pengawas;
dan/atau

mengundurkan diri secara tertulis atas permintaan
sendiri.

Pasal 43

Dalam hal anggota badan pelaksana atau anggota dewan

pengawas berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal

40

huruf a atau diberhentikan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 42, Presiden mengangkat anggota badan

pelaksana dan/atau anggota dewan pengawas untuk

meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.

(1)

2

®)

Pasal 44

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan anggota badan
pelaksana dan anggota dewan pengawas schagaimana
dimaksud dalam Pasal 43, Presiden membentuk
panitia seleksi untuk memilih calon anggota
penggantiantarwaktu.

Prosedur pemilihan’ dan penetapan /calon anggota
pengganti antarwaktu ‘sebagaimana ‘dimaksud ‘ pada
ayat (1)~ dilaksanakan ssesuai dengan- Kketentuan
scbagaimana ‘dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37,
Pasal 38, dan Pasal 39.

Dalam hal sisa masa jabatan yang kosong
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 18
(delapan belas) bulan, Presiden menetapkan anggota
pengganti antarwaktu berdasarkan usulan Menteri.

Menteri mengajukan usulan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) berdasarkan peringkat hasil seleksi.

(5) Ketentuan . . .
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Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan
dan penetapan calon anggota pengganti antarwaktu
scbagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat
(3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Presiden.

BAB V

TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI

(1)

(2)

)

(4

{5)

(1)

)

Pasal 45

BPKH menyusun rencana strategis untuk jangka
waktu S (lima) tahun.

Berdasarkan rencana strategis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), BPKH menyusun rencana
kerja dan anggaran tahunan.

Rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disertai dengan ikhtisar
rencana kerja dan anggaran tahunan.

Rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran
tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (3) ditetapkan oleh badan pelaksana, setelah
mendapat pérsetujuan dari DPR.

Rencana kerja dan anggaran’ tahunan scbagaimana
dimaksud padas ayat: (4)pmenjadi sacuan dalam
pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji.

Pasal 46

Keuangan Haji wajib dikelola di Bank Umum Syariah
dan/atau Unit Usaha Syariah.

Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat ditempatkan dan/atau diinvestasikan.

(3) Dalam . . .
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(3) Dalam melakukan penempatan dan/atau investasi

(1

(2

(1

(2

@

)

)

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai
dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan
aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan
likuiditas.

Pasal 47

BPKH wajib mengelola dan menyediakan Keuangan
Haji yang setara dengan kebutuhan 2 (dua) kali biaya
Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Penetapan mengenai besaran kebutuhan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Keputusan Menteri.

Pasal 48

Penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji dapat
dilakukan dalam bentuk produk perbankan, surat
berharga, emas, investasi langsung dan investasi
lainnya.

Penempatan danjatau . investasin Keuangan Haji
schagaimana  dimaksud— pada ayat -(1) dilakukan
sesuai dengan prinsip syariah dengan
mempertimbangkan . aspek / keamanan, kehatian-
hatian, nilai manfaat, dan likuiditas.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan
dan/atau investasi Keuangan Haji diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Pasal49 . . .
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Pasal 49

(1) Penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji
dilakukan atas persetujuan dewan pengawas

(2) Penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahkan
dari Kas Haji ke kas BPKH.

Pasal 50

BPKH dalam pengelolaan keuangan haji menggunakan
satuan hitung mata uang rupiah.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan
Keuangan Haji diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal §2

(1) Badan ,pelaksana. wajib _inenyampaikan laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan
Keuangan Haji kepada dewan pengawas secara
bulanan, triwulan, semester, dan tahunan.

(2) Laporan . . .
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(2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas laporan kinerja dan laporan
keuangan.

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) meliputi laporan realisasi anggaran, laporan
operasional, laporan arus kas, neraca, dan catatan

atas laporan keuangan.

(4

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) disusun dan disajikan sesuai dengan standar
akuntansi keuangan yang berlaku.

(5) BPKH wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan
Keuangan Haji yang belum diaudit kepada Presiden
dan DPR melalui Menteri setiap 6 (enam) bulan.

—_
[*))
-

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
pengelolaan Keuangan Haji diaudit @ oleh Badan
Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(7) BPKH wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban pelaksanaain pengelolaan
Keuangan p Haji yang telah diaudit. oleh~ Badan
Penleriksa = Keuangan kepada Presiden dan DPR
melalui Menteri paling lambat tanggal 30 Juni tahun
berikutnya.

(8

=

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) dipublikasikan dalam bentuk ringkasan
eksekutif melalui media elektronik paling sedikit 2
(dua) media cetak yang berskala nasional dan paling
lambat tanggal 31 Juli tahun berikutnya.

Pasal 53 . . .
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Pasal 53

Anggota badan pelaksana dan anggota dewan
pengawas bertanggung jawab secara tanggung
renteng terhadap kerugian atas penempatan
dan/atau investasi Keuangan Haji secara
keseluruhan yang ditimbulkan atas kesalahan
dan/atau kelalaian dalam pengelolaanya.

Anggota badan pelaksana dan anggota dewan
pengawas dibebaskan dari tanggung jawab atas
kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
apabila dapat membuktikan:

a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau
kelalaiannya;

b. telah melakukan pengelolaan dan pengawasan
dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk
kepentingan = dan sesuai dengan tujuan
pengelolaan Keuangan Haji scbhagaimana
dimaksud dalam Pasal 3;

c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik
langsung maupun tidak langsung atas tindakan
pengelolaan Keuangan Haji yang mengakibatkan
kerugian; dan

d.. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul
atau, berlanjutnya kerugian tersebut.

Pada akhir masa jabatan, anggota badan pelaksana

dan anggota dewan pengawas wajib menyampaikan

laporan  pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugasnya kepada Presiden dan DPR.

BAB VII . . .
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BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 54

(1) Pengawasan terhadap BPKH dilakukan secara
internal dan eksternal.

(2) Pengawasan internal BPKH dilakukan oleh dewan

pengawas.

(8) Pengawasan ecksternal BPKH dilakukan oleh DPR
berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB VIII
KOORDINASI DAN HUBUNGAN DENGAN LEMBAGA LAIN

Pasal 55

(1) BPKH dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait
dengan pengelolaan ibadah haji, jasa keuangan, dan

investasi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

(2) BPKH, dapat. bekerja sama dengan badan usaha
dan/atau lembaga, baik di dalam_negeri maupun di
luar negeri, dalam rangka meningkatkan kualitas
pengelolaan Keuangan Haji serta pengembangan dan
pembinaan kelembagaan BPKH.

(3) Koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam
penyusunan dan penentuan kebijakan terkait
peningkatan kualitas pengelolaan Keuangan Haji.

BABIX. ..
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BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua

ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan Keuangan
dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan semua
peraturan  perundang-undangan yang  merupakan

peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji,
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang

Pasal 57

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus
ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-
Undang ini diundangkan.

Pasal 58

BPKH harus_sudah terbentuk paling lama 1 (satu) tahun
sejak Undang-Undang-ini diundangkan.

Pasal 59

Dalam jangka waktu paling lama 6 (enain) bulan sejak
terbentuknya BPKH, semua aktiva dan pasiva serta hak
dan kewajiban hukum atas Keuangan Haji beserta
kekayaannya beralih menjadi aktiva dan pasiva serta hak
dan kewajiban hukum BPKH.

Pasal 60

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar. ..
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
AMIR SYAMSUDIN
LEMBARAN NEGARA-REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 296

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

enteri Sekretaris Negara

crundang-undangan,
A m

’\/ ad Sapta Murti
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PENJELASAN

ATAS

NOMOR 34 TAHUN 2014
TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI

UMUM

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dinyatakan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan
Yang Maha Esa dan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk
untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat
menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Haji merupakan salah satu ibadah yang wajib dilaksanakan
oleh setiap muslim yang mampu, sckali seumur hidup. Karena
dorongan kewajiban itu, jumlah umat Islam Indonesia yang mendaftar
untuk melaksanakan ibadah haji terus imengalami peningkatan,
sementara kuota haji yang tersedia terbatas. Akibatnya, terjadi
peningkatan jumlah Jemaah Haji tunggu dalam jumlah besar. Di sisi
lain,  peningkatan “jumlah’ Jemaah Haji tunggu itu menimbulkan
terjadinya penumpukan dana Jemaah Haji dalam jumlah besar.

Akunmlasi jumlah dana Jemaah-Haji tersebut-memiliki potensi
untuk - ditingkatkan nilai manfaatnya yang-dapat-digunakan untuk
mendukung Penyenggaraan Ibadah Haji yang berkualitas. Peningkatan
nilai manfaat dana jemaah haji itu hanya bisa dicapai melalui
pengelolaan keuangan yang efektif, efesien, transparan, dan
akuntabel.

Untuk . ..
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Untuk menjamin terwujudnya idealitis pengelolaan Keuangan
Haji, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Keuangan
Haji. Undang-Undang ini, di samping mengatur pengelolaan setoran
BPIH jemaah haji, juga mengatur DAU dan sumber lain yang tidak
mengikat. Pengelolaan Keuangan Haji dilakukan dalam bentuk
investasi yang nilai manfaatnya digunakan untuk peningkatan
kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji, rasionalitas, dan efisiensi BPIH,
juga untuk kemaslahatan umat Islam. Di sisi lain, Undang-Undang ini
juga mengamanatkan pengelolaan Keuangan Haji dengan asas prinsip
syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel.
Untuk melakukan pengelolaan Keuangan Haji, Undang-Undang ini
membentuk BPKH sebagai badan hukum publik yang bersifat mandiri
dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BPKH
berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia dan dapat
memiliki kantor perwakilan di provinsi dan kantor cabang di
kabupaten/kota. Organ BPKH terdiri atas badan pelaksana dan dewan
pengawas. BPKH bertugas mengelola Keuangan Haji yang meliputi
penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban
Keuangan Haji. BPKH juga berwenang menempatkan dan
menginvestasikan Keuangan Haji sesuai dengan prinsip syariah,
kehati-hatian, keamanan, nilai manfaat, dan likuiditas. Selain itu,
BPKH juga berwenang melakukan kerja sama dengan lembaga lain.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut BPKH
berkewajiban @ mengelola ‘. Kenangan: Haji 'sécara tramnsparan dan
akuntabel untuk sebesar-besarnya kepentingan Jemaah Haji dan
kemaslahatan umat Islam, unemberikan informasi ‘melalui. media
mengenai Kinerja, kondisi kcuangan serta kekayaan, dan @ hasil
pengembangannya secara berkala setiap 6 (enam) bulan, memberikan
informasi kepada.Jemaah Haji mengenai nilai manfaat BPIH dan/atau
BPIH Khusus melalui rekening virtual setiap Jemaah Haji, melakukan
pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku,
melaporkan pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji secara berkala
setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri dan DPR, membayar nilai
manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus secara berkala ke
rekening virtual setiap Jemaah Haji, dan mengembalikan selisih saldo
setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dari penetapan BPIH dan/atau
BPIH Khusus tahun berjalan kepada Jemaah Haji.

II. PASAL . ..
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II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2

Huruf a
Yang dimaksud dengan asas “prinsip syariah” adalah semua
dan setiap pengelolaan Keuangan Haji berdasarkan prinsip
Islam yang kafah atau menyeluruh.

Huruf b
Yang dimaksud dengan asas “prinsip kehati-hatian” adalah
pengelolaan Keuangan Haji dilakukan dengan cermat, teliti,
aman, dan_tertib serta dengan mempertimbangkan aspek
risiko keunangan.

Huruf ¢
Yang dimaksud dengan asas “manfaat” adalah pengelolaan
Keuangan Haji harus dapat memberikan manfaat atau
maslahat bagi Jemaah Haji dan umat Islam.

Hurufd
Yang dimaksud dengan asas “nirlaba”‘adalalh pengelolaan
Keuangan Haji  dilakukan, melalui pengelolaan usaha yang
mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk
memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Jemaah Haji dan
kemaslahatan' . umat Islam, 'namun dengan tidak ada
pembagian deviden bagi pengelolanya.

Hurufe

Yang dimaksud dengan asas “transparan” adalah pengelolaan
Keuangan Haji harus dilakukan secara terbuka dan jujur
melalui pemberian informasi kepada masyarakat, khususnya
kepada Jemaah Haji tentang pelaksanaan dan hasil
pengelolaan Keuangan Haji.

Huruff. ..

117



118

<
B Y
4 .
>
Q
4
By,
PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-4 -
Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “akuntabel” adalah pengelolaan
Keuangan Haji harus dilakukan secara akurat dan dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, khususnya
kepada Jemaah Haji.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dalam kedudukannya sebagai wakil
yang sah” adalah dapat menggunakan istilah Qualitate Qua
atau  “qq” schingga rekening "atas nama’' BPKH ' dalam
kedudukannya sebagai wakil yang sah dari Jemaah Haji
dalam perbankan  dapat disingkat menjadi “rekening a.n.
BPKH qq Jemaah Haji”.

Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7 . ..
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Pasal 7
Ayat (1)

Dana titipan Jemaah Haji merupakan dana yang tidak dicatat
dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
Hurufe

Cukup jelas.
Huzuf.d

Cukup jelas.
Hurnufe

Cukup jelas.
Huruff

Cukup jelas.
Hurufg

Kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam antara lain
kegiatan pelayanan ibadah haji, pendidikan dan dakwah,
kesehatan, sosial keagamaan, ekonomi umat, serta
pembangunan sarana dan prasarana ibadah.

Hurufh. .
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Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rekening virtual” adalah rekening
bayangan yang terhubung dengan rekening induk. Rekening
virtual memiliki nemor identifikasi BPKH yang dibuka eleh
bank atas permintaan BPKH untuk selanjutnya-diberikan oleh
BPKH kepada Jemaah Haji sebagai nomer rekening tujuan
penerimaan nilai manfaat.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17 ...
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Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan

pengelolaan

adalah  prinsip
pada  pola

pengusahaan sebagaimana dilakukan oleh pertusahaan atau

kerporat; dengan
terhadap penggunaan sumber daya dan hasil.

Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

mengutamakan efisiensi -dan - cfektivitas

Pasal 24 . ..
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Pasal 24

Cukup jelas.
Pasal 25

Cukup jelas.
Pasal 26

Cukup jelas.
Pasal 27

Cukup jelas.
Pasal 28

Cukup jelas.
PaSal 29

Cukup jelas.
Pasal 30

Cukup jelas.
Pasal 31

Cukup jelas:
Pasal 32

Cukup jelas.
Pasal 33

Cukup jelas.
Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35 . ..
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Pasal 35

Cukup jelas.
Pasal 36

Cukup jelas.
Pasal 37

Cukup jelas.
Pasal 38

Cukup jelas.
Pasal 39

Cukup jelas.
Pasal 40

Cukup jelas.
Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43
Cukupijelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .
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Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “rencana kerja dan anggaran
tahunan” adalah dokumen perencanaan kerja dan
penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target
kinerja, dan anggaran pengelola Keunangan Haji
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “aspek keamanan? adalah pengelolaan
Keuangan Haji harus dilaksanakan dengan mengedepankan
aspek’ keamanan dalam mengantisipasi / adanya risiko
kerngian_atas pengelolaan, Keuangan, Haji untuk menjamin
pembiayaan Penyelenggaraan IbadahHaji. ‘Selain itn; dalam
melakukan investasi juga mempertimbangkan aspek risiko
antara lain risiko gagal bayar, reputasi, pasar, dan
operasional.
Yang dimaksud dengan “nilai manfaat” adalah sebagian Dana
Haji dapat ditempatkan dan/atau diinvestasikan dengan
prinsip syariah dan mempertimbangkan faktor risiko serta
bersifat likuid.

Yang . . .
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Yang dimaksud “likuiditas” adalah mempertimbangkan
kemampuan dan kelancaran pembayaran dalam rangka
Penyelenggaraan Ibadah Haji yang sedang berjalan dan yang
akan datang.

Pasal 47
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kata “mengelola” adalah penempatan
keuangan haji pada produk perbankan syariah dengan
mempertimbangkan aspek keamanan, nilai manfaat, dan
likuiditas.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 48

Cukup jelas.
Pasal 49

Cukup jelas
Pasal 50

Cukup jelas.
Pasal 51

Cukup jelas.
Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54 . . .
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Pasal 54

Cukup jelas.
Pasal 55

Cukup jelas.
Pasal 56

Cukup jelas.
Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESTA NOMOR'5605
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk rmelaksanakan ketentuan Pasal 19, Pasal
48 ayat (3), dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Haji;
Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) “Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonegsia Tahun:1945;
2,7 Undang-Undang Nomor 34~ Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan _Haji _(Lembaran Negara
Republik/- Indonesia-. Tahun | 2014, Nomor 296,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5605);

MEMUTUSKAN:
Mcnetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI.

BABI. ..
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

L.

Keuangan Haji adalah semua hak dan kewajiban
pemerintah pusat yang dapat dinilai dengan uang
terkait dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji serta
semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang
yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat
pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang
bersumber dari Jemaah Haji maupun sumber lain
yang sah dan tidak mengikat.

Dana Abadi Umat, yang selanjutnya disingkat DAU
adalah sejumlah dana yang sebelum berlakunya
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Haji diperoleh dari hasil
pengembangan DAU dan/atau sisa biaya operasional
Penyelenggaraan Ibadah Haji serta sumber lain yang
halal dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan, Ibadah @ Haji adalah’ rangkaian
kegiatan pengelolaan jpelaksanaan Ibadah Haji yang
meliputi pelaksanaan pembinaan, pelayanan, dan
perlindungan Jemaah Haji yang diselenggarakan
oleh Pemerintah;

Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalah
Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh
penyelenggara ibadah  haji  khusus dengan
pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat
khusus.

Biaya Penyeclenggaraan Ibadah Haji, yang selanjutnya
disingkat BPIH adalah sejumlah dana yang harus
dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan
ibadah haji.

6. Biaya. ..



10.

11.

12

(1)

2

a@ﬁ?

RiEIE)

o

%

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

= B
Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus, yang
selanjutnya disebut BPIH Khusus adalah sejumlah
dana yang harus dibayar oleh warga negara yang
akan menunaikan ibadah haji khusus.

Kas Haji adalah rekening Badan Pengelola Keuangan
Haji pada bank umum syariah dan/atau unit usaha
syariah yang digunakan untuk menampung Dana
Haji.

Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang
beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk
menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan
yang ditetapkan.

Badan Pengelola Keuangan Haji, yang selanjutnya
disingkat BPKH adalah lembaga yang melakukan
pengelolaan Keuangan Haji:

Penyelenggara Ibadah Haji Khusus, yang selanjutnya
disingkat PIHK adalah pihak yang menyelenggarakan
ibadah haji khusus yang mempunyai izin dari
Menteri sebagai PIHK.

Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan
Ibadah Haji, yang selanjutnya disingkat BPS BPIH
adalah bank/umum syariah. dan/atau; unit usaha
syariah yang ditunjuk’oleh BPKH.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan_pemerintahan di bidang agama.

Pasal 2

Pengelolaan Keuangan Haji meliputi perencanaan,
pelaksanaan, pertanggungjawaban, pelaporan, dan
pengawasan atas Keuangan Haji.

Perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban,
dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh badan pelaksana.

(3) Pengawasan . . .
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Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh dewan pengawas.

BAB II
PERENCANAAN

Pasal 3

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1) meliputi:

a.
b.
c.

(1)

()

(1)

()

perumusan kebijakan;
penyiapan rencana strategis; dan
penyiapan rencana kerja dan anggaran tahunan.

Pasal 4

Perumusan kebijakan pengelolaan Keuangan Haji

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a

didasarkan pada:

a. kemampuan Keuangan Haji;

b. perkembangan ekonomi; dan

c. hasil pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan
Ibadah Haji:

Kemampuan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud

pada ayat /. (1) »huruf. a  diukur /dengan

mempertimbangkan paling sedikit aspek likuiditas,

rentabilitas, solvabilitas, dan saldo Keuangan Haji.

Pasal 5

Penyiapan rencana strategis pengelolaan Keuangan
Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
didasarkan pada kebijakan pengelolaan Keuangan
Haji scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Rencana strategis pengelolaan Keuangan Haji
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk
jangka waktu S (lima) tahun.

(3) Untuk. ..
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Untuk pertama kali, rencana strategis pengelolaan

Keuangan Haji disusun paling lambat 6 (enam) bulan

terhitung sejak BPKH dibentuk.

Untuk selanjutnya, rencana strategis pengelolaan

Keuangan Haji disusun paling lambat 6 (enam) bulan

sebelum masa berlaku rencana strategis pengelolaan

Keuangan Haji berakhir.

Rencana strategis pengelolaan Keuangan Haji

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit

memuat:

a. visi, misi, dan tujuan;

b. arah kebijakan dan strategi;

c. kerangka regulasi dan kelembagaan; dan

d. target kinerja dan kerangka pengembangan
Keuangan Haji.

Badan pelaksana wajib menyampaikan rancangan

rencana strategis pengelolaan Keuangan Haji

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada dewan

pengawas untuk mendapatkan penilaian dan

persetujuan.

Rancangan rencana strategis pengelolaan Keuangan

Haji _yang telah mendapatkan__ penilaian dan

persetujuan-/dari ' 'dewan- pengawas" .sebagaimana

dimaksud pada ayat /(6) diajukan  oleh badan

pelaksana kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk

mendapatkan persetujuan:

Pengajuan rancangan rencana strategis/ pengelolaan

Keuangan Haji kepada Dewan Perwakilan Rakyat

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan

paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah mendapat

persetujuan dewan pengawas.

Rancangan rencana strategis yang telah

mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh

badan pelaksana menjadi rencana strategis

pengelolaan Keuangan Haji.

Pasal 6. ..
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Pasal 6

Penyiapan rencana kerja dan anggaran tahunan
pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf ¢ didasarkan pada rencana
strategis pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9).

Rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan
pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun.

Rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan
pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. program;

b. kegiatan;

c. anggaran; dan

d. target kinerja.

Badan pelaksana wajib menyampaikan rancangan
rencana Kerja dan anggaran tahunan pengelolaan
Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
kepada dewan pengawas untuk mendapatkan
penilaian dan persetujuan.

Rancangan rencana kerja /dan anggaran tahunan
pengelolaan Keuangan Haji yang telah mendapatkan
penilaian- dan—persetujuan dari dewan-pengawas
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan oleh
badan pelaksana kepada Dewan Perwakilan Rakyat
untuk mendapat persetujuan.

Rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan
pengelolaan Keuangan Haji yang telah mendapatkan
persetujuan dari Dewan  Perwakilan Rakyat
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh
badan pelaksana menjadi rencana kerja dan
anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji.

(7) Rencana. ..
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Rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan
Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
mulai berlaku tanggal 1 Januari sampai dengan
tanggal 31 Desember.

Rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan
Keuangan Haji berikutnya wajib diajukan kepada
Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat tanggal 1
Agustus tahun berjalan.

BAB III
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (1) meliputi:

a. penerimaan;

b. pengeluaran; dan

¢.__kekayaan,

Dalam pelaksanaan penerimaan, pengeluaran, dan

kekayaan = sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

badan pelaksana wajib:

a. v melaksanakan/ program pengelolaan- Keuangan
Haji-yang telah ditetapkan serta rekomendasi
atas hasil pengawasan dan pemantauan dari
dewan pengawas;

b. melakukan penatausahaan pengelolaan
Keuangan Haji dan aset BPKH sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan
operasional BPKH; dan

d. menyelenggarakan . . .
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d. menyelenggarakan administrasi pengelolaan
Keuangan Haji sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Untuk melaksanakan penatausahaan pengelolaan
Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b, badan pelaksana menetapkan kebijakan
akuntansi dan sistem akuntansi pengelolaan
Keuangan Haji.

(4) Kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi
pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) disusun sesuai dengan standar
akuntansi keuangan.

Bagian Kedua
Penerimaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1) huruf a meliputi:

a. setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus;

nilai manfaat Keuangan Haji;

dana efisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji;

DAU; dan/atau

sumber lain yang sah dan tidak mengikat,

@ .0 O

Paragraf 2
Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus

Pasal 9

(1) Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan dana
titipan Jemaah Haji untuk Penyelenggaraan Ibadah
Haji.

(2) Dana. ..
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Dana titipan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan dana yang tidak dicatat
dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 10

Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diperoleh dari
Jemaah Haji.

Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas setoran awal dan
setoran lunas.

Setoran awal BPIH dan/atau BPIH Khusus
dibayarkan melalui rekening tabungan Jemaah Haji
di BPS BPIH ke rekening setoran awal atas nama
BPKH selaku wakil yang sah dari Jemaah Haji
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh nomor
porsi Jemaah Haji pada saat mendaftar sebagai
Jemaah Haji.

Setoran lunas BPIH dan/atau - BPIH Khusus
dibayarkan melalui rekening tabungan Jemaah Haji
di BPS BPIH ke rekening atas nama BPKH selaku
wakil_ yang sah 'dari. Jemaah 'Haji, 'sebesar 'selisih
antara BPIH dengan setoran awal dan nilai manfaat,
pada ‘saat 'Jemaah Haji dinyatakan' berhak untuk
melunasi-BPIH atau BPIH-Khusus.

Besaran pembayaran setoran awal ditetapkan oleh
Menteri.

Pasal 11

Penunjukan BPS BPIH sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) dilakukan
melalui proses pemilihan dan penetapan.

Ketentuan mengenai tata cara pemilihan dan
penetapan BPS BPIH diatur dengan Peraturan BPKH.

Pasal 12 ...
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Pasal 12

Setiap warga negara yang akan menunaikan ibadah
haji harus membuka rekening tabungan Jemaah
Haji pada BPS BPIH.

BPS BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib memiliki produk tabungan Jemaah Haji dalam
bentuk rupiah.

Warga negara yang telah memiliki rekening tabungan
haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar
setoran awal BPIH dan/atau BPIH Khusus sesuai
dengan jumlah yang telah ditetapkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5).

Rekening tabungan Jemaah Haji sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat ditutup paling lambat
6 (ecnam) bulan setelah tanggal kedatangan kelompok
terbang terakhir Jemaah Haji di Indonesia.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pengelolaan rekening tabungan Jemaah  Haji
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan
ayat (4) diatur dengan Peraturan BPKH.

Pasal13

Pembayaran /setoran awall BPIH dan/atau BPIH
Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
(3) disertai dengan pengisian dan penandatanganan
formulir akad wakalah oleh Jemaah Haji.

Ketentuan mengenai jenis, format, dan persyaratan
akad wakalah diatur dengan Peraturan BPKH.

Paragraf 3 . . .
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Paragraf 3
Nilai Manfaat Keuangan Haji

Pasal 14

Nilai manfaat Keuangan Haji sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 huruf b diperoleh dari hasil
pengembangan Keuangan Haji.

Pengembangan Keuangan Haji dilakukan melalui
penempatan dan/atau investasi.

Pasal 15

Nilai manfaat Keuangan Haji ditempatkan di
rekening nilai manfaat atas nama BPKH pada BPS
BPIH yang ditunjuk oleh BPKH.

Penunjukan BPS BPIH sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui proses pemilihan dan
penetapan.

Ketentuan mengenai tata cara pemilihan dan
penetapan BPS BPIH pengelola nilai manfaat
Keuangan Haji serta mekanisme pengelolaannya
diatur dengan Peraturan BPKH.

Paragraf 4
Efisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji

Pasal 16

Dana cfisiensi Penyelenggaraan Ibadah  Haji
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c
diperoleh dari hasil efisiensi biaya operasional
Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Dana cfisiensi Penyelenggaraan Ibadah  Haji
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan
pada Kas Haji.

(3) Penempatan . ..
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Penempatan dana efisiensi Penyelenggaraan Ibadah
Haji ke Kas Haji sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah
laporan hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan
diterima.

Paragraf 5
Dana Abadi Umat

Pasal 17

DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d
merupakan  alokasi dana tersendiri dalam
pengelolaan Keuangan Haji.

DAU . sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditempatkan dan/atau diinvestasikan berdasarkan
tingkat atau profil risiko yang rendah.

Paragraf 6

Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat

1)

2)

Pasal 18

Sumber " ‘lain *‘yang ' sah —dan ' tidak "-mengikat
sebagaimana / dimaksud dalam Pasal 8 huruf e
meliputi:

a.” /hibah;

b. = bantuan; dan

c. wagaf.

Sumber lain yang sah dan tidak mengikat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
uang, barang, dan/atau jasa.

Bagian Ketiga . . .
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Bagian Ketiga
Pengeluaran

Paragraf 1
Umum

Pasal 19

Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(1) huruf b meliputi:

a.

b
¢
d

o

(3)

Penyelenggaraan Ibadah Haji;

operasional BPKH;

penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji;
pengembalian setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus
Jemaah Haji yang membatalkan keberangkatan
dengan alasan yang sah;

pembayaran saldo setoran BPIH Khusus ke PIHK;
pembayaran nilai manfaat setoran BPIH dan/atau
BPIH Khusus;

kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam; dan
pengembalian selisih saldo setoran BPIH dan/atau
BPIH Khusus dari penetapan BPIH dan/atau BPIH
Khusus tahun berjalan.

Pasal 20

BPKH wajib menyediakan Keuangan Haji yang setara
dengan kebutuhan 2 (dua) kali biaya
Penyelenggaraan Ibadah Haji pada setiap musim haji
tahun berjalan.

Besaran kebutuhan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
Dalam menyusun besaran kebutuhan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), BPKH memberikan
masukan kepada Menteri.

(4) Penyediaan . ..
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Penyediaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh BPKH setelah penetapan
Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat
2).

Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat ditempatkan secara keseluruhan atau sebagian
dalam bentuk penempatan dan/atau investasi jangka
pendek yang terjamin, aman dan dapat diakses

secepatnya.

Paragraf 2

Pengeluaran Penyelenggaraan Ibadah Haji

(1)

)

(3)

)

Pasal 21

Pengeluaran Penyelenggaraan Ibadah Haji
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a
bersumber dari:

a. saldo BPIH dan/atau BPIH Khusus dari Jemaah
Haji yang menunaikan ibadah haji pada tahun
berjalan; dan

b. perolehan nilai manfaat tahun berjalan.

Pengeluaran- Penyelenggaraan | Ibadah /Haji © yang

bersumber dari nilai manfaat.sebagaimanadimaksud

pada ayat (1) huruf b dilakukan-berdasarkan prinsip
rasional, efektif, dan efisien serta untuk sebesar-
besarnya kepentingan Jemaah Haji.

Dalam menyusun perhitungan besaran pengeluaran

penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), BPKH memberikan masukan kepada

Menteri.

Besaran pengeluaran Penyelenggaraan Ibadah Haji

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh

pemerintah pusat setelah mendapat persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat.

(5) Pengeluaran. ..
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(5) Pengeluaran Penyelenggaraan Ibadah Haji
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan memindahkan dana dari Kas Haji ke kas
satuan Kkerja penyelenggara ibadah haji secara
berkala.

(6) BPKH wajib memindahkan dana dari Kas Haji ke kas
satuan kerja penyelenggara ibadah haji paling
lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya
surat permintaan pemindahan dana dari satuan
kerja penyelenggara ibadah haji.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pemindahan dana dari Kas Haji untuk pembayaran
pengeluaran Penyelenggaraan Ibadah Haji termasuk
penahapan dan besaran setiap tahapannya diatur
dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 3
Pengeluaran Operasional Badan Pengelola Keuangan Haji

Pasal 22

Pengeluaran operasional BPKH sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 huruf'b meliputi:

a. Dbelanja pegawai; dan

b.- belanja operasional kantor.

Pasal 23

(1) Pengeluaran operasional BPKH untuk belanja
pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
huruf a terdiri atas gaji atau upah dan hak
keuangan lainnya.

(2) Gaji atau upah dan hak keuangan lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
kepada anggota badan pelaksana, anggota dewan
pengawas, dan pegawai BPKH.

(3) Ketentuan . ..
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Ketentuan mengenai gaji atau upah dan hak
keuangan lainnya bagi anggota badan pelaksana dan
anggota dewan pengawas diatur dengan Peraturan
Presiden.

Ketentuan mengenai gaji atau upah dan hak
keuangan lainnya bagi pegawai BPKH diatur dengan
Peraturan BPKH.

Pasal 24

Pengeluaran untuk belanja operasional kantor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b
terdiri atas belanja barang dan belanja modal.
Ketentuan mengenai belanja barang dan belanja
modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan BPKH.

Pasal 25

Pengeluaran operasional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 dilakukan berdasarkan prinsip
rasional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Besaran pengeluaran operasional BPKH
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditetapkan
paling banyak- 5% (lima persen).dari perolehan nilai
manfaat tahun sebelumnya.

BPKH 'mengajukan ‘usulan besaran pengeluaran
operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat 3
(tiga) bulan sebelum tahun anggaran berjalan untuk
mendapat persetujuan.

Hasil persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan
oleh BPKH kepada Menteri untuk ditetapkan paling
lama 1 (satu) bulan.

(5) Dalam. ..
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Dalam hal usulan pengeluaran untuk operasional
BPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat,
besaran pengeluaran untuk operasional BPKH
menggunakan penetapan Menteri tahun sebelumnya.

Paragraf 4

Pengeluaran Penempatan dan/atau Investasi Keuangan Haji

(1)

(2)

@)

(4)

(1)

Pasal 26

Pengeluaran untuk penempatan Keuangan Haji
dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan
syariah.

Pengeluaran untuk investasi Keuangan Haji dapat
dilakukan dalam bentuk surat berharga, emas,
investasi langsung, dan investasi lainnya.
Pengeluaran untuk penempatan dan/atau investasi
Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dilakukan sesuai prinsip syariah dengan
mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian,
nilai manfaat, dan likuiditas.

Selain meémenuhi| aspek keamanan, kehati-hatian,
nilai manfaat, dan likuiditas sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), pengeluaran investasi’ Keuangan' Haji
wajib dilakukan dengan mengoptimalkan

pengelolaan risiko:

Pasal 27

Produk perbankan syariah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 ayat (1) meliputi:

a. giro;

b. deposito berjangka; dan

c. tabungan.

(2) Selama . . .
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Selama 3 (tiga) tahun sejak BPKH terbentuk,
pengeluaran  Keuangan Haji dalam  bentuk
penempatan pada produk perbankan syariah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak
50% (lima puluh persen) dari total penempatan dan
investasi Keuangan Haji.

Untuk selanjutnya setelah 3 (tiga) tahun BPKH
terbentuk, pengeluaran Keuangan Haji dalam bentuk
penempatan produk perbankan syariah paling
banyak 30% (tiga puluh persen) dari total
penempatan dan investasi Keuangan Haji.

Sisa dari total penempatan Keuangan Haji pada
produk perbankan syariah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) atau ayat (3) dialokasikan untuk
investasi.

Pasal 28

Investasi Keuangan Haji dalam bentuk @ surat

berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26

ayat (2) meliputi:

a. surat berharga syariah negara yang diterbitkan
oleh pemerintah/pusat;

b.. surat berharga syariah. yang diterbitkan oleh
Bank Indonesia; dan

c. efek syariah yang diatur dan diawasi oleh
Otoritas Jasa Keuangan.

Efek syariah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas

Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf ¢ meliputi:

saham syariah yang dicatatkan di bursa efek;

sukuk;

reksadana syariah;

efek beragun aset syariah;

dana investasi real estat syariah; dan

-0 00 0P

efek syariah lainnya.

(3) Investasi. ..
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Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Investasi Keuangan Haji dalam bentuk emas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2)
hanya dapat dilakukan dalam bentuk emas
batangan bersertifikat yang diproduksi dan/atau
dijual di dalam negeri dan/atau dalam bentuk
rekening emas yang dikelola oleh lembaga keuangan
syariah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa
Keuangan.

Investasi dalam bentuk emas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling banyak 5% (lima persen) dari
total penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji.

Pasal 30

Investasi langsung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 ayat (2) dilakukan dengan cara:

a. - memiliki usaha;sendiri;

b. penyertaan modal,

¢. . kerja sama investasi;.dan

d. investasi langsung lainnya.

Investasi langsung 'sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama antara
BPKH dengan badan usaha dan/atau lembaga di
dalam negeri dan/atau di luar negeri sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Investasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling banyak 20% (dua puluh persen) dari total
penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji.

Pasal 31 . ..
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Pasal 31

Investasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
26 ayat (2) ditetapkan oleh BPKH.

Investasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total
penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk

penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji diatur

dengan Peraturan BPKH.

Paragraf S

geluaran Pengembalian Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus
Jemaah Haji yang Membatalkan Keberangkatan

(1)

()

dengan Alasan yang Sah

Pasal 33

Pengeluaran pengembalian setoran BPIH dan/atau
BPIH Khusus Jemaah Haji yang membatalkan
keberangkatan dengan alasan yang sah sebagaimana
dimaksud dalamPasal 19 huruf d terdiri atas:
a. pengembalian setoran awal BPIH dan/atau BPIH
Khusus beserta nilai manfaatnya; dan/atau
b. " pengembalian setoran lunas BPIH dan/atau
BPIH Khusus beserta nilai manfaatnya.
Pengeluaran pengembalian setoran BPIH dan/atau
BPIH Khusus Jemaah Haji yang membatalkan
keberangkatan dengan alasan yang sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada Jemaah

Haji melalui rekening yang bersangkutan pada BPS
BPIH.

(3) Ketentuan . . .
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Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pengembalian setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diatur dengan Peraturan BPKH.

Pasal 34

Saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus terdiri
atas setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus beserta
nilai manfaatnya.

Saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat
diambil oleh Jemaah Haji, kecuali Jemaah Haji yang
membatalkan porsinya, karena meninggal dunia,
atau alasan lain yang sah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Jemaah Haji yang membatalkan porsinya dapat
mengambil saldo setoran BPIH dan/atau BPIH
Khusus dengan mengajukan permohonan
pembatalan porsi kepada Menteri atau pejabat yang
ditunjuk oleh Menteri.

Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri
menindaklanjuti ¥ 'permohonan pembatalan’ porsi
seébagaimana dimaksud  pada ayat (3) dengan
menerbitkan surat perintah membayar kepada BPKH
paling Jlambat 14 s (empat belas);-harikerja sejak
permohonan diterima.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pembatalan porsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan
Menteri.

Pasal 35 . ..
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Pasal 35

BPKH mengembalikan saldo setoran BPIH dan/atau
BPIH Khusus kepada rekening Jemaah Haji paling
lambat 5 (lima) hari kerja setelah BPKH menerima
surat perintah membayar dari Menteri atau pejabat
yang ditunjuk oleh Menteri.

Dalam hal saldo setoran BPIH lebih besar dari
penetapan BPIH tahun berjalan, BPKH
mengembalikan selisihnya kepada Jemaah Haji.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pengembalian saldo BPIH dan/atau BPIH khusus
serta pengembalian selisih saldo sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan
Peraturan BPKH.

Paragraf 6

Pengeluaran Pembayaran Saldo Setoran BPIH Khusus ke PIHK

(1)

(2)

Pasal 36

Pengeluaran pembayaran saldo setoran BPIH Khusus
ke . PIHK sebagaimana dimaksud, dalam - Pasal, 19
huruf e dibayarkan sesuai jumlah Jemaah Haji
khusus yang telah melunasi BPIH Khusus dan
berangkat pada tahun berjalan.

Pengeluaran pembayaran saldo setoran BPIH Khusus
ke PIHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibayarkan setelah dikurangi biaya yang ditetapkan
oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

Paragraf 7 . . .
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Paragraf 7

Pengeluaran Pembayaran Nilai Manfaat Setoran BPIH dan/atau BPIH

(1)

(2)

)

(4)

©)

Khusus

Pasal 37

Pengeluaran pembayaran nilai manfaat setoran BPIH
dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 huruf f dilakukan oleh BPKH secara
berkala ke rekening virtual Jemaah Haji pada BPS
BPIH.

Besaran pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditentukan berdasarkan persentase dari nilai
manfaat Keuangan Haji tahun berjalan.
Penghitungan besaran — persentase pengeluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh
BPKH dengan mempertimbangkan aspek
rentabilitas, likuiditas, dan solvabilitas Keuangan
Haji.

Hasil penghitungan besaran persentase pengeluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan
oleh BPKH kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk
mendapat persetujuan.

BPKH menetapkan besaran persentase pengeluaran
yang" telah "mendapat— persetujuan-sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) setiapitahun.

Paragraf 8

Pengeluaran Kegiatan untuk Kemaslahatan Umat Islam

(1)

Pasal 38

Pengeluaran kegiatan untuk kemaslahatan umat
Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
huruf g, pendanaannya berasal dari nilai manfaat
DAU.

(2) Kegiatan . . .
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Kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BPKH menetapkan besaran nilai manfaat DAU
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan
proporsi DAU terhadap Keuangan Haji.

Nilai manfaat DAU yang dapat digunakan untuk
kemaslahatan umat Islam paling banyak sama
dengan total nilai manfaat DAU dari tahun
sebelumnya.

BPKH menetapkan prioritas kegiatan dan besaran
penggunaan nilai manfaat DAU sebagaimana
dimaksud pada ayat (4).

Dalam menetapkan prioritas kegiatan
sebagaimana dimaksud  pada ayat (5), BPKH
berkoordinasi dengan Menteri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan prioritas
kegiatan dan penggunaan nilai manfaat DAU diatur
dengan Peraturan BPKH.

Paragraf 9

Pengeluaran Pengembalian Selisih Saldo Setoran BPIH dan/atau BPIH
Khusus dari Penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus Tahun Berjalan

Pasal 39

Pengeluaran pengembalian selisih saldo setoran BPIH
dan/atau BPIH Khusus dari penetapan BPIH dan/atau
BPIH Khusus tahun berjalan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 huruf h dibayarkan kepada Jemaah Haji

melalui rekening yang bersangkutan pada BPS BPIH.

Bagian Keempat . . .
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Bagian Keempat
Kekayaan

Pasal 40

(1) Kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

ayat (1) huruf ¢ meliputi:
a. uang; dan
b. barang yang dapat dinilai dengan uang.

(2) Pengelolaan kekayaan berupa uang dan barang yang
dapat dinilai dengan uang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan sistem
akuntansi keuangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Pengelolaan kekayaan berupa barang yang dapat
dinilai dengan uang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b meliputi:

perencanaan kebutuhan dan penganggaran;

pengadaan;

penggunaan;

pemanfaatan;

pengamanan dan pemeliharaan;

penilaian;

penghapusan;

Fm e &S o

pemindahtanganan;
penatausahaan; dan

j. "._pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

(4) Ketentuan mengenai pengelolaan kekayaan berupa
barang yang dapat dinilai dengan uang sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan
BPKH.

BABIV ...
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BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

(1)

(2)

@)

(4)

(5)

Pasal 41

Pertanggungjawaban dan pelaporan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan oleh
badan pelaksana.

Untuk melaksanakan pertanggungjawaban dan

pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

badan pelaksana wajib:

a. menyusun laporan kinerja dan laporan keuangan
secara bulanan, triwulan, semester, dan
tahunan; dan

b. menyusun laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji.

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan

pengelolaan Keuangan Haji yang disusun berkala

secara bulanan, triwulan, dan semester menjadi
bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji kepada

Presiden dan' Dewan Perwakilan ' Rakyat setiap 6

(enam); bulan.

Penyampaian laporan pertanggungjawaban

pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji kepada

Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh badan

pelaksana paling lambat tanggal 31 Agustus tahun
berjalan dan 28 Februari tahun berikutnya.

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan

pengelolaan Keuangan Haji yang disusun setiap 6

(enam) bulan pada tahun berjalan menjadi bahan

penyusunan laporan pertanggungjawaban

pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji tahunan.

BABV. ..
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BAB V
PENGAWASAN

Pasal 42

Pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan,
pertanggungjawaban, dan pelaporan pengelolaan
Keuangan Haji dilaksanakan oleh dewan pengawas.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui:

a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
pengelolaan Keuangan Haji;

b. pemberian persetujuan rumusan kebijakan,
rancangan rencana strategis, rancangan
rencana kerja dan _ anggaran  tahunan
pengelolaan Keuangan Haji; dan

c. pemberian  penilaian dan pertimbangan
terhadap laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji dan
pengelolaan BPKH yang disusun oleh badan
pelaksana.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),

dewan pengawas wajib:

a.. /menyusun pedoman pengawasan dan
pemantauan . atas . pelaksanaan.. pengelolaan
Keuangan Haji;

b. mengkaji dan menganalisis rancangan rumusan
kebijakan, rencana strategis, rencana kerja dan
anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji
paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah
diterima dari badan pelaksana;

c. melakukan reviu dan pemeriksaan laporan
kinerja dan laporan keuangan; dan

d. melakukan ...
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d. melakukan pembinaan penyusunan laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan
Keuangan Haji.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dewan pengawas

dapat berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 43

Hasil pengawasan terhadap perencanaan,
pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan
pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 42 ayat (1) disampaikan kepada badan
pelaksana secara tertulis.

Badan pelaksana menindaklanjuti hasil pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan
sejak terbentuknya BPKH, semua aktiva dan ‘pasiva
sertarhak dan/kewajiban hukum atas Keuangan Haji
beserta kekayaannya beralih/ menjadi aktiva dan
pasiva serta hak dan kewajiban hukum BPKH.
Peralihan semua aktiva /dan pasiva- serta hak dan
kewajiban hukum atas Keuangan Haji beserta
kekayaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dari kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang agama ke BPKH setelah
dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 45

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar . ..



S8 3
s

03
5

%"M“"j

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-929 .-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2018
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 19 Februari 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan,
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PENJELASAN

ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI

I. UMUM

Untuk menjamin terwujudnya pengelolaan Keuangan Haji yang
ideal telah dibentuk Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Haji. Selanjutnya, untuk melaksanakan ketentuan
dalam Undang-Undang tersebut dibentuk Peraturan Pemerintah ini.

Pengelolaan Keuangan Haji dilaksanakan berdasarkan asas atau
prinsip syariah,- kehati-hatian,  manfaat,  nirlaba,  transparan, dan
akuntabel. Selain’ itu, pengelolaan Keuangan Haji juga dilaksanakan
secara efektif dan efisien. Seluruh asas atau prinsip tersebut ‘dalam
pengelolaan Keuangan Haji dilaksanakan oleh badan pelaksana dan
dewan pengawas selaku organ BPKH untuk sebesar-besarnya kepentingan
Jemaah Haji dan kemaslahatan umat Islam.

Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi pengaturan
mengenai pengelolaan Keuangan Haji yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan, pertanggungjawaban, pelaporan, dan pengawasan Keuangan
Haji. Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah ini juga diatur ketentuan
mengenai peralihan semua aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban
hukum atas Keuangan Haji beserta kekayaannya dari kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama ke BPKH
setelah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL . ..
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II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup-jelas.

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat'(2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “nomor porsi” adalah nomor urut
pendaftaran yang diterbitkan oleh kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
agama bagi Jemaah Haji.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5) . . .
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Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ‘"akad wakalah"
penyerahan kuasa pengelolaan

setoran awal

adalah

dan/atau BPIH Khusus kepada BPKH dalam bentuk
perjanjian tertulis pengelolaan setoran awal BPIH
dan/atau BPIH Khusus dari Jemaah Haji kepada BPKH
selaku penerima kuasa sesuai prinsip syariah.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas:

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23 . ..
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Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Optimalisasi pengelolaan risiko dilakukan dengan cara
antara lain diversifikasi investasi dan/atau perlindungan

investasi.

Yang dimaksud dengan "diversifikasi investasi’ adalah

investasi yang beragam dalam rangka membagi risiko.

Yang dimaksud dengan "perlindungan. investasi" adalah

159

investasi yang dilakukan dengan menambahkan unsur

proteksi atau penjaminan.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30 . ..
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Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “secara berkala” adalah
pembayaran nilai manfaat dilakukan setiap 6 (enam)
bulan-:

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40 . . .
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Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas:

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6182
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